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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

RESUME HASIL REMOTE AUDIT PENILAIAN KINERJA PHPL 

PENILIKAN KE-1 S-PHPL  

PADA IUPHHK-HT PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT II DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

TANGGAL 2 – 7 SEPTEMBER 2020 

 

 1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL) 

 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Telpon 0541-747798 

c. Email :  trustindoprimakarya@gmail.com

d. Akreditasi KAN sebagai 

LPPHPL 
: 

Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa 

berlaku  27 September 2016 s.d. 26 September 2020. 

e. Penetapan sebagai LPI 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4956/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 

f. Penanggung Jawab 

Kegiatan 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Tim Pengambil 

Keputusan 

 1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 

2. Ir Rudy Setyawan (Anggota) 

h. Tim Audit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Fungsi / Jabatan 

1. Ir Wasis Kuncoro Auditor PHPL bidang Sosial merangkap Ketua Tim Audit 

2. Mahardika Larasati, S.Hut Auditor PHPL bidang Ekologi 

3. Ir Amin Kadeni Auditor PHPL bidang Prasyarat 

4. Suharyo Widyatmojo, S.Hut Auditor PHPL bidang Produksi & VLK Hutan 
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 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II 
b. Alamat Kantor : Jl. HM. Ardan No. 65 RT. 01  Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda 

Utara Kota Samarinda 
c. Email  : mrosidi112@gmail.com  
d, Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman 

(IUPHHK-HT) 
e. SK IUPHHK-HT : No. 675/Kpts-II/1997 Tanggal 10 Oktober 1997 
f. Luas dan Lokasi Areal 

IUPHHK-HT 
: 70.300 Hektar  

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 
g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama  :   Stanley Najoan 

- Komisaris   :   Wisly Dwi Putra 
- Direktur Utama  :   Robert Siagian 
- Direktur   :   Hoesin 

h. MR Audit Penilikan Ke-1 : Dadan H Darusman 

 

 

 

 3. RINGKASAN TAHAPAN  

( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-1 (kesatu) S-PHPL                                Tempat virtual room
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut : 
 

NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

 

1. 

 

Koordinasi 

dengan 

instansi 

Kehutanan 

SEBELUM 

penilaian 

 

 

 

2 September 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

 Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah 

sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat 

pengantar dari Direktur UHP. 

 Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil 

(out put) kegiatan penilaian serta memintakan 

dukungan dan masukannya. 

b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 

1) M. Rusniansyah (Dinas Kehutanan Prov. 

Kalimantan Timur). 

2) Eko Bahariwanto  (BPHP Wilayah XI Samarinda) 

c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan 

absen secara elektronik. 

2. Pertemuan 

Pembukaan 

 

 

2 September 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

 Perkenalan Tim Audit. 

 Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang 

digunakan dan cara kerja remote audit, serta 

kriteria temuan audit. 

mailto:mrosidi112@gmail.com
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NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

 Konfirmasi terkait permintaan data audit dan 

personil pendamping, protokol Covid-19, 

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan 

tindak lanjutnya. 

b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan 

absen secara elektronik. 

 

3. 

 

Verifikasi 

Dokumen 

dan 

Lapangan 

 

 

Room 1 

Room 2 

Room 3 

Room 4 

 

2 – 5 

September 2020 

a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 

1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan 

menggunakan verifier dan  indikator  pada kriteria 

prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai             

L-1.2 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/42016. 

2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT dengan 

menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL 

No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan 

secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 

1) Room 1 untuk kriteria produksi & VLK Hutan 

2) Room 2 untuk kriteria ekologi 

3) Room 3 untuk kriteria sosial 

4) Room 4 untuk standar VLK Hutan 

c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM 

(auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan 

UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : 

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video 

(MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. 

b) permintaan isian quesioner atau tabel 

pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai 

form yang diberikan auditor. 

d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap 

verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-

12 Rev. M). 

e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam 

(recording). 

4. Koordinasi 

dengan 

instansi 

Kehutanan 

SETELAH 

penilaian 

 

 

7 September 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit 

manajemen. 

2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang 

disampaikan saat koordinasi awal. 

3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK 

pada proses Penilikan Ke-1 PHPL pada IUPHHK-
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NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

HT PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. 

b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 

1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim). 

2) Eko Bahariwanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) 

c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan 

absensi secara elektronik. 

5.  

Pertemuan 

Penutupan 

 

 

 

7 September 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria 

penilaian  kinerja PHPL dan pemenuhan standar 

VLK. 

2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja 

PHPL. 

3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 

4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit 

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil 

keputusan Penilikan Ke-1 dari LPPHPL PT 

Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. 

b. Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan 

absensi secara elektronik. 

6. Pengambilan 

Keputusan 

Samarinda, 

25 September 

2020 

1. Rapat tinjauan laporan audit Penilikan Ke-1 S-PHPL  

pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dilakukan pada 

tanggal 25 September 2020. 

2. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dinyatakan LULUS 

penilaian kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja = 

95,45% dengan predikat BAIK, tidak ada verifier bobot 

Dominan (D) bernilai Buruk dan Memenuhi Standar 

VLK. 
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 4. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL  

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1. 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK – HTI 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas 

(PP/SK IUPHHK-HA, 

Pedoman TBT, Buku TBT, 

Peta TBT, BATB)  

(CD) 

3 Baik  

(3) 

PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memperoleh Ijin 

IUPHHK-HTI sesuai Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor: 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 

seluas ±70.300 yang berlokasi di Kabupaten Kutai 

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 

perkembangannya PT. SHJ II memperoleh addendum 

SK. IUPHHK-HTI sesuai Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 

135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2/2019 tanggal 11 

Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor: 675/Kpts-II/1997, 

sehingga areal kerja menjadi seluas ± 54.490 Ha. 

Dokumen Administrasi tata batas yang dimiliki PT 

SHJ II setelah terbitnya addendum SK IUPHHK-HA 

adalah dokumen Pedoman Tata Batas berupa 

Rencana Penataan Batas Nomor: 58/KUH-2/IUPHHK-

HA/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang telah mendapat 

pengesahan a.n. Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur 

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada 

tanggal 10 Juli 2019 sepanjang ±222.507 m terdiri 

dari Blok I ±164.455 m dan Blok II 58.052 m. 

Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal 

Kerja PT SHJ II telah dilaksanakan pada tanggal 2 

Juli 2020 dan hasil pembahasan trayek batas areal 

kerja IUPHHK-HA PT. SHJ II menjadi sepanjang 

±220.016,39 m terdiri dari Blok I ±161.918,13 m dan 

Blok II ±58.098,26 m dan sepanjang ±110.010,37 m 

dilaksanakan dengan rekonstruksi batas.  

2. 1.1.2  

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB)  

(D) 

4 Sedang 

(2) 

Berdasarkan BATB tanggal 5 Nopember 1992, BATB 

tanggal 1 Mei 1992, BATB tanggal 5 Maret 2014, 

BATB 17 Maret 2014, Lap. TBT Nomor IV-2/PP/1999, 

Pedoman Penataan Batas Nomor: 58/KUH-2/IUPHHK-

HA/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Notulen Rapat 

Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal Kerja PT 

SHJ II disebutkan bahwa areal sepanjang 

±110.010,37 m akan dilaksanakan dengan 

rekonstruksi batas atau tata batas telah terealisasi 

sepanjang 110.010,37 m dari rencana ±220.016,39 

m (50%), realisasi belum temu gelang. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah menunjukan 

dokumentasi berupa foto berkoordinat tanggal 05 

September 2020, lokasi foto merupakan Batas Areal 

Konsesi/Batas Pinjam Pakai PT. Jembayan Muarabara 

dengan APL pada Koordinat 00˚07’33,3’’ N & 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

117˚09’13,8’’ E dan Koordinat 00˚08’06,4’’ N & 

117˚09’53,1’’ E. 

 

   

    

3. 1.1.3  

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB)  

(CD) 

2 Sedang  

(2) 

Berdasarkan data hasil pemetaan konflik sampai 

dengan periode bulan Juni 2020, masih terdapat areal 

klaim dalam areal konsesi seluas 3.753,8 Ha di 

Register BH 05, BH 07, BH 08, BH 02, BH 013, BH 

020, BH 022, BH 023, dan BH 024, lokasi klaim 

diperuntukan untuk Kawasan Produksi±275,6, 

Kawasan Lindung 915,0 m dan Kawasan Sosial 

2.563,2 Ha. 

Setelah diterbitkannya addendum IUPHHK-HA maka 

areal klaim yang berada di register BH 011 seluas 165 

Ha dan register BH 014 seluas 189 Ha yang berada di 

wilayah desa Makarti menjadi areal diluar konsesi dan 

pada areal di register BH 025 dan BH 026 seluas 9,6 

Ha telah dibuat Nota Kesepahaman tentang Alokasi 

Areal Tanaman Kehidupan dengan Kelompok Tani 

Bina Manunggal Nomor: 010/MoU/HTI Sei Mao/TK-

KT-BMG/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, sehingga luas 

areal klaim sampai saat dilaksanakan penilikan ke-1 

menjadi seluas 3.390,2 m. 

Telah ditunjukan dokumentasi berupa foto 

berkoordinat tanggal 05 September 2020 atas klaim 

lahan berupa kebun Karet an Pak Fendi Koordinat 

00˚06’01,5’’ N & 117˚08’32,2’’ E. 

 

  
 

4. 1.1.4  3 Baik  PT SHJ II telah mendapatkan Addendum IUPHHK-HA 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi kawasan 

(Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka 

verifier ini menjadi Not 
Aplicable)  

(CD) 

(3) melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor: SK. 

135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2/2019 tanggal 11 

Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor: 675/Kpts-II/1997, 

sehingga areal kerja menjadi seluas ± 54.490 Ha, 

dengan adanya perubahan luas areal kerja sesuai 

Permenhut Nomor: P.30/Menhut-II/2014 jo 

PermenLHK Nomor: 

P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Pasal 9 (1) (a) 

Revisi RKUPHHK-HTI dilakukan berdasarkan 

perubahan luas areal kerja. 

PT SHJ II telah membuat perubahan perencanaan dan 

telah diusulkan dengan kelengkapan persyaratan 

sesuai dengan yang ditentukan, tetapi masih dalam 

proses pengesahan/persetujuan: 

- Surat Dirut SHJ II Nomor: 01/SHJ II/IV/2020 

tanggal 23 April 2020 tentang Permohonan Usulan 

Revisi RKUPHHK-HTI an PT SHJ II Periode Tahun 

2018-2027 di Provinsi Kaltim yang ditujukan 

kepada Dirjen PHPL cq. Dir UHP. 

- Surat Direktur UHP Nomor: 

S.488/UHP/RKUPHT/HPL.1/6/2020 tanggal 19 Juni 

2020 tentang Arahan Perbaikan Usulan Revisi 

RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 an PT SHJ II 

5. 1.1.5  

Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan (Apabila 

tidak ada penggunaan 

kawasan di luar sektor 

kehutanan, maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable)  

(CD) 

3 Baik 

(3) 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah mendata 

dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sector 

kehutanan berupa IPPKH Batu Bara, yaitu: 
1. PT. Indominco Mandiri : 935,91 Ha (2009) 

2. PT. Insani Baraperkasa : 182,46 Ha (2017) 

3. PT. Jembayan Muarabara : 252,30 Ha (2018)  

4. PT. Karya Usaha Pertiwi : 181,40 Ha (2010) 

5. PT. Kimco Armindo : 1.006,57 Ha (2014) 

6. PT. Mahakam Sumber Jaya: 4.203,03 Ha (2014) 

7. PT. Pancaran Surya Abadi : 123,29 Ha (2010) 

8. PT. PLN  Pikitringkal : 3,65 Ha (2017) 

9. PT. Santan Batubara : 676,15 Ha (2013) 

10. PT. Tara Indonusa Coal : 746,709 Ha (2020) 

Total Ijin IPPKH dalam areal seluas 8.310,46 Ha 

sedangkan luas areal konsesi PT SHJ II setelah 

addendum 59.450 Ha dengan luas efektif 33.020 Ha 

sehingga persentase luas IPPKH dalam areal konsesi 

sebesar 25% 

Telah ditunjukan dokumentasi berupa foto 

berkoordinat, tanggal 08 Agustus 2020 atas Pal Patok 

areal IPPKH PT Tara Indonusa Coal dimana 

pemasangan Pal Patok tidak melibatkan pihak PT SHJ 

II: 

- Pal PP 12 Koordinat 00˚04’35,5’’ N & 117˚08’39,5’’ 

E 

- Pal PP 11 Koordinat 00˚04’38,1’’ N & 117˚08’38,0’’ 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

E  

- Pal PP 138 Koordinat 00˚05’59,3’’ N & 

117˚08’29,9’’ E  

- Pal PP 36 Koordinat 00˚03’51,1’’ N & 117˚08’44,1’’ 

E 

- Pal PP 88 Koordinat 00˚04’05,5’’ N & 117˚09’32,2’’ 

E  

- Pal TIC 185 Koordinat 00˚05’02,5’’ N & 

117˚08’36,6’’ E 

    
 

Nilai Kematangan/ Bobot Indikator (15/18) X 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.2. 

Komitmen Pemegang IUPHHK – HTI 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, 

misi, dan tujuan perusahaan 

yang sesuai dengan PHL 

(CD) 

3 Baik  

(3) 

PT Sumalindo   Hutani  Jaya  (Unit   II)   telah 

memiliki dokumen Visi, Misi dan Tujuan perusahaan   

yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur 

Utama No. 01/Dir/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 

tentang Penetapan Visi dan Misi PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit II) dan telah memenuhi prinsip-prinsip 

pengelolaan hutan  lestari  (PHL)  dengan  kerangka 

kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan 

fungsi sosial 

2. 1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi, dan 

tujuan perusahaan 

(CD) 

3 Baik  

(3) 

Sosialisasi atas dokumen Visi, Misi, Kebijakan dan 

Komitmen Perusahaan telah dilaksanakan kepada 

karyawan dengan memasang Salinan dokumen visi, 

misi di kantor dan tempat-tempat strategis, 

disampaikan saat briefing pagi setiap hari jum’at, 

setiap pelaksanaan training, setiap acara Minute Of 

Meeting dan Saat Implemntasi K3, sedangkan 

Sosialisasi visi misi terhadap masyarakat telah 

dilaksanakan pada tanggal 10 Desember di Desa 

Santan Ulu.  

3. 1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi, 

dengan implementasi PHL 

(D) 

4 Sedang  

(2) 

Implementasi   kegiatan   pengelolaan   hutan lestari 

(PHL) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang 

direncanakan dalam dokumen  RKUPHHK-HTI Periode 

Waktu Tahun 2018-2027 yaitu 21 (dua puluh satu) 

sasaran yang direncanakan dimana dari Aspek 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Prasyarat (6 sasaran), Kelestarian Fungsi Produksi (9 

sasaran), Kelestarian Fungsi Lingkungan (2 sasaran), 

Kelestarian Fungsi Sosial (2 sasaran) dan Pemantauan 

dan Evaluasi Lima Tahunan (2 sasaran) baru sebagian 

yang terealisasi sesuai dengan yang direncanakan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) X 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk 

Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan, dan Latihan 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan (sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis 

menengah kehutanan) di 

lapangan pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan yang berlaku  

(CD) 

3 Baik  

(3) 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit  II) telah 

memiliki 17 (tujuh belas) tenaga teknis PHPL 

pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan 

yaitu GanisPHPl-Kurpet (1 org), Canhut (4 

org), Nenhut (3 org), Binhut (5 org) dan 

PKB (4 org) dan jumlahnya telah mencukupi 

sesuai dengan kondisi lapangan dan ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal 

PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 

November 2015. 

2. 1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM  

(D) 

6 Baik  

(3) 

Peningkatan Kompetensi GanisPHPL PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) tahun 2019 

telah dilaksanakan oleh BPHP Wilayah XI 

Samarinda terhadap 17 (tujuh belas) orang 

GanisPHPL dengan Kategori/Nilai B (cukup) dan 

A (Baik) sehingga masih layak bertugas sebagai 

GanisPHPL atau realisasi peningkatan 

kompetensi 94%, sedangkan realisasi 

peningkatan non GanisPHPL tahun 2019 dari 109 

orang yang direncanakan terealisasi 163 orang 

atau realisasi >100% sedangkan berdasarkan 

bidang kegiatan dari 10 bidang pelatihan yang 

direncanakan terealisasi 8 bidang pelatihan atau 

realisasi sebesar 80% sehingga rata-rata 

peningkatan kompetensi Non GanisPHPL 

sebesar 90%  

3. 1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

(D) 

6 Baik  

(3) 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit  II) telah 

lengkap mempunyai Dokumen  ketenagakerjaan  

yaitu berupa Dokumen Tenaga Kerja (telah 

menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

system online No. Pelaporan: 

7511920190924.0001), Kesempatan Kerja 

(SOP/SHJ II/HR-3 tentang Rekrutmen dan 



 
 

Halaman 10 dari 61 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 
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NILAI 
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VERIFIER 
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Seleksi), Pelatihan Kerja (SOP/SHJ II/HR-01 

tentang Training dan SOP/SHJ II/HR-36 tentang 

Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja), 

Produktivitas Tenaga Kerja (SOP/SHJ II/HR-20 

tentang Promosi dan SOP/SHJ II/HR-07 tentang 

Manajemen Kinerja/Penilaian Akhir Tahun), 

Hubungan Industrial (SOP/SHJ II/HR-24 tentang 

Hubungan Industrial. PKB dan serikat pekerja), 

Kondisi Lingkungan Kerja (SOP/SHJ II/FS-01 

tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan K3), 

Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

(SOP/SHJ II/HR-22 tentang Manajemen 

Pengupahan) serta kepesertaan BPJS Tenaga 

Kerja dan Kesehatan Kerja.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/15) 100% = 100,00% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka 

PHPL 

(D) 

6 Baik  

(3) 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah 

memiliki bagan organisasi yang telah sesuai 

dengan kerangka pengelolaan hutan produksi 

lestari, bagan organisasi ditetapkan  berdasarkan 

Keputusan Direktur Utama Nomor 

03/DIR/V/2016, bulan Mei 2016 dan telah 

dilengkapi dengan job description atau uraian 

tugas pada masing-masing jabatan 

2. 1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

tenaga pelaksana 

(CD) 

3 Baik  

(3) 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) masih 

konsisten menerapkan Sistem Informasi 

Manajemen  (SIM)  di  lingkup  internal 

perusahaan dan telah menerapkan Sistem 

Informasi  Penatausahaan  Hasil  Hutan 

(SIPUHH) On Line dan terdapat tenaga 

pelaksananya atas nama Ibnu Abdillah sebagai 

penanggungjawab Sisitem Informasi Manajemen 

(SIM). Perangkat SIM untuk mendukung 

berjalannya Sistem Informasi Manajemen yang 

berada di Base Camp Sei Mao berupa hardware 

adalah 27 unit CPU, 2 Laptop Lenova, 1 buah 

server yang terkoneksi ke server di Km 38, 1 

Unit Router, 2 Unit Repeater Sinyal, 1 Unit 

Fujixerox  copier, 8 unit IP Phone 6 unit HT dan 

1 CCTV. 

PT SHJ II telah menunjukan dokumentasi berupa 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

foto perangkat SIM: 

    
 

3. 1.4.3.  

Keberadaan SPI/internal auditor 
dan efektifitasnya 

(D) 

6 Baik  

(3) 

PT  Sumalindo  Hutani  Jaya   (Unit  II)  

telah memiliki organisasi Satuan Pengawas 

Internal (Internal Audit) Sesuai dengan Struktur 

Organisasi yang telah ditetapkan, diketahui 

bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) 

telah memiliki Internal Audit yang dijabat oleh 

Sdr. Saifudin serta SOP Internal Audit No Dok. 

SOP/SHJ II/IA-01. 

Selama periode penilikan ke-1 terdapat Internal 

Audit Report No. 05/HVT/AR/IA/12/19 Review 

Operasional Harvesting Distrik Sei Mao, Periode 

Januari 2019 s/d November 2019 dan Laporan 

Hasil Audit Internal Skema IFCC ST 1001:2013 

Periode Audit Tahun 2019 ke-1 tanggal 09-11 

April 2019. 

Kegiatan Internal Audit tahuh 2019 sudah 

berjalan efektif untuk mengontrol seluruh 

tahapan kegiatan.  

4. 1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi 

dan pencegahan manajemen 

berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi 

(CD) 

3 Baik  

(3) 

Berdasarkan hasil Audit Internal (SPI) periode 

Januari 2019 – November 2019 dapat 

disimpulkan bahwa setiap hasil audit yang 

menjadi temuan Tim Internal Audit telah 

dilakukan tindakan perbaikan oleh PIC di 

lapangan secara konsisten sesuai dengan hasil 

penilaian Tim Internal Audit pada periode 

berikutnya. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (18/18) 100% = 100,00 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.5 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.5.1.  

Persetujuan rencana 

penebangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya  

(CD) 

3 Baik 

(3) 

Kegiatan RKTUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit II) yang akan mempengaruhi 

kepentingan hak-hak   masyarakat setempat 

telah disosialisasikan kepada Masyarakat di Desa 

Santan Ulu pada tanggal 10 Desember 2019 dan 

terdapat Perjanjian kerjasama tanaman 

kehidupan dengan Koptan Ahmad Karim Desa 

Bukit Pariaman, Koptan Bina Manunggal Desa 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Santan Ulu, Koptan Ijam Desa Segihan, 

Perjanjian kerjasama pemanfaatan HHBK dengan 

masyarakat Desa Suka Maju dan masyarakat 

sekitar lokasi berupa pemanfaatan ikan, sayur 

pakis, akar manon. 

2. 1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

4 Sedang    (2) Realisasi  tata  batas  secara  fisik sesuai 

dokumen tata batas, dokumen rencana 

penataan batas dan hasil rapat pembahasan 

rencana penataan batas yaitu sepanjang 

±110.010,37 m dari rencana panjang 

seluruhnya ± 220.016,39 m atau telah 

terealisasi sebesar 50%. Areal yang telah di tata 

batas akan dilaksanakan rekonstruksi batas dan 

sampai saat dilaksanakan penilikan ke-1, 

Instruksi Kerja Rencana Penataan Batas sedang 

dalam proses pengesahan di BPKH Wilayah IV 

Samarinda.   

3. 1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan CSR/CD 

(D) 

6 Baik  

(3) 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah 

melakukan sosialisasi pelaksanaan   CSR/CD 

tahun 2019 kepada Masyarakat di Desa Santan 

Ulu pada tanggal 10 Desember 2019. 

Berdasarkan data pada dokumen RKTUPHHK-HA 

Tahun 2020 realisasi kegiatan kelola social 

beruipa pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat dan pembinaan kelembagaan 

sebesar 78,5% dan sesuai dengan Laporan 

Financial Highlight tahun 2019 tentang Kewajiban 

kepada lingkungan dan social realisasi sebesar 

89,5%. 

4. 1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

(CD) 

3 Baik  

(3) 

Terdapat persetujuan dalam proses penetapan 

kawasan lindung sebesar 25,0% dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Pusat (Dokumen RKUPHHK-HA), sebesar 25,0% 

dari Provinsi Kalimantan Timur (Dokumen 

AMDAL dan RKL/RPL), dan 50% dari 4 (empat) 

Desa Santan Ulu, Desa Perangat Selatan, Desa 

Suka Maju dan Desa Segihan atau terdapat 

persetujuan dan sosialisasi dalam proses 

penetapan kawasan lindung dari para pihak 

sebesar 100%. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/18)x100% = 88,88% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1. 

Keberadaan Dokumen Rencana 

Jangka Panjang (management 
plan) yang telah Disetujui oleh 

Pejabat yang Berwenang  

(D) 

Sedang 2 Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) 

PT Sumalindo hutani Jaya Unit II seluas 70.300 

Ha untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

periode 2018-2027, Tahun 2018 disetujui 

melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor : SK.111/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.I/I/2018 tanggal 18 Januari 

2018. Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HTI 

skala 1:100.000. 

Terdapat Perubahan Luas Areal Kerja dengan 

adanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan RI No. 

SK.135/Menlhk/Setjen/PHL.0/2/2019 tanggal 11 

Februari 2019. Pada periode 1 tahun terakhir PT 

Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah mengajukan 

revisi RKUPHHK-HT (tanggal 23 April 2020), 

terdapat surat balasan tentang arahan perbaikan 

dari Direktorat  UHP (tanggal 19 Juni 2020). 

Namun, sampai dengan pelaksaanan audit 

belum terdapat penyampaian perbaikan yang 

seyogyanya dilaksanakan 10 hari setelah 

diterimanya surat arahan. 

2. 2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang  

(D) 

Sedang 2 Dapat diverifikasi keberadaan berita acara 

Pembuatan Plang Blok RKT sesuai dengan : 

a. BA No. /PS/SHJ-II/II/2019 tanggal 25 

Februari 2019 tentang Pemasangan Plang 

Blok RKT 2019. 

b. BA No. /PS/SHJ-II/II/2020 tanggal 17 

Februari 2019 tentang Pemasangan Plang 

Blok RKT 2020 

Berikut telaah implementasi Penataan Areal 

Kerja Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 : 

- Berdasarkan RKUPHHT-HTI diketahui Blok 

Tahun 2019 berada pada Blok II, namun 

realisasinya pada Blok I, II, III, IV dan V. 

- Berdasarkan RKUPHHT-HTI diketahui Blok 

Tahun 2020 berada pada Blok III, namun 

realisasinya pada Blok I, II, III, IV dan V. 

Terdapat kesesuaian sebagian lokasi Blok 

RKTUPHHK-HTI dengan RKUPHHK-HTI. 

3. 2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak / compartemen kerja  

(CD) 

Baik 3 Berdasarkan dokumentasi pengambilan Tanda 

Blok dan Compartemen dapat diverifikasi bahwa 

penandaan seluruhnya terlihat jelas dilapangan. 

Dapat diverifikasi keberadaan kejelasan 

penandaan pada sample pemeriksanaan : 

- Penandaan Plang Blok RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2020 
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- Patok Compartemen 37A/45 terlihat jelas 

dilapangan 

- Patok Compartemen 49A1/45 terlihat jelas 

dilapangan 

- Patok Compartemen 58A/45 terlihat jelas 

dilapangan 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/15 ) 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem  
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

(D) 

Baik 3 PT Sumalindo Hutan Jaya (Unit II) menerapkan 

sistem silvikultur THPB sehingga tidak memiliki 

kewajiban melaksanakan kegiatan IHMB pada 

areal IUPHHK-HT. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki data 
potensi berdasarkan hasil inventarisasi tegakan 

berdasarkan pelaksanaan PHI pada 3 Tahun 

terakhir, dengan rincian : 

a. RKTUPHHK-HTI 2018 dengan potensi 

72,40 m3/Ha. 

b. RKTUPHHK-HTI 2019 dengan potensi 

72,40 m3/Ha. 

c. RKTUPHHK-HTI 2019 dengan potensi 

72,40 m3/Ha. 

Dapat diverifikasi kelengkapan peta Peta design 

plot inventory skala 1:10.000 pada areal tegakan 

tanaman dengan sample pemeriksaan yaitu : 

 Peta Desain Plot PHI RKTUPHHK HTI 

Tahun 2018 pada Petak 80C/45 dan Petak 

25B/54. 

 Peta Desain Plot PHI RKTUPHHK HTI 

Tahun 2019 pada Petak 36B/45 dan Petak 

78B/45. 

 Peta Desain Plot PHI RKTUPHHK HTI 

Tahun 2020 pada Petak 86C/44 dan Petak 

87A/44. 

2. 2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

Tegakan 

(CD) 

Baik 3 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki 

SOP Pengukuran Riap tegakan sesuai Sop No. 

SOP/SHJ II/P-15 terbit tanggal 03 Januari 2017 

Rev 2/1 tanggal revisi 03 Januari 2017 tentang 

Permanent Sample Plot. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki data 

pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis 
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sesuai dengan Laporan pembuatan dan 

Pengukuran Petak Ukur Permanen Tahun 2019, 

Februari 2020. Laporan memuat hasil 

pengukuran Petak Ukur Permanen pada 

Pengukuran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 

secara periodik satu tahun sekali pada 

pertumbuhan tanaman pokok Eucalyptus pelita. 

Hasil analisis riap diketahui bahwa rata-rata MAI 

sebesar 26.3 m3/Ha/Tahun 

3. 2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self  JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

(CD) 

Sedang 2 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah  

melaksanakan pelaporan analisa riap PUP 

kepada Litbang Kementian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan an sesuai dengan Surat No. 

01/SHJ-SMD/II/2020 tanggal 07 februari 2020. 

Terdapat Cap tanda terima dari Litbang. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) belum 

memanfaatkan data potensi dan kondisi 

kemampuan pertumbuhan tegakan riap PUP 

untuk perhitungan internal / self JTT. JTT 

ditetapkan berbasis data hasil inventarisasi /PHI. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/12 ) 100% = 91,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Baik 3 Pada periode audit Penilikan Ke-1 PHPL 

diverifikasi bahwa SOP Tahapan Sistem 

Silvikultur THPB pada PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit II) tidak mengalami perubahan. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki 

SOP Tahapan Sistem Silvikultur TPHPB secara 

lengkap dan sesuai ketentuan. 

2. 2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Baik 3 Terdapat implementasi SOP Tahapan Sistem 

Silvikultur dengan kondisi sebagai berikut : 

a) Penataan Areal Kerja 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah 

melaksanakan kegiatan penataan areal 

kerja berupa pemberian Plang Blok 

RKTUPHHK-HT dan Patok Compartemen. 

b) Risalah Hutan 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II  telah 

melaksanakan implementasi risalah hutan.  

Pemeriksaaan lapangan dapat dijumpai 

penandaan pohon atas pelaksanaan : 

- PAT  
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- MRI  

- PHI 

c) Pembukaan Wilayah Hutan 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah 

melaksanakan implementasi Pembukaan 

Wilayah Hutan yaitu berupa Pembuatan 

Jalan Utama, Cabang, dan Ranting serta 

Pembuatan Sarana-prasarana. Berdasarkan 

dokumen RKTUPHHK-HTI pada periode 

audit PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II 

sudah tidak melakukan pembukaan/ 

pembuatan jalan baru. Kegiatan yang 

dilakukan yaitu pemeliharaan jalan. 

d) Pengadaan Bibit 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah 

melaksanakan implementasi pengadaan 

bibit sesuai kriteria BST. Pengadaan bibit 

yang digunakan untuk penanaman berasal 

dari persemaian atau Nursery di Km 38. 

Dapat diverifikasi kegiatan pengadaan bibit 

sesuai keberadaan bibit BST dengan jenis 

Eucalyptus Pelita. 
e) Penyiapan Lahan 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah 

melaksanakan implementasi penyiapan 

lahan. Metode yang digunakan yaitu 

Persiapan Lahan Tanpa Bakar Sebar 

Seresah. Dokumentasi foto dapat 

diverifiaksi. 

f) Penanaman 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah 

melaksanakan implementasi Penanaman. 

Realisasi penanaman oleh IUPHHK-HTI 

Tahun 2019 terealisasi seluas 1374,5 Ha 

dari rencana penanaman seluas 5.264 Ha 

sebesar 26,11 %. 

g) Pemeliharaan 

PT Sumalindo Hutani Jaya telah 

melaksanakan implementasi Pemeliharaan 

Tanaman. Terdapat regime yang telah 

ditentukan tata waktunya. 

h) Pemanenan 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah 

melaksanakan implementasi kegiatan 

pemanenan. Realisasi volume tebangan 

Tahun 2019 sebesar 127.758,20 M3 dari 

rencan 330.248,06 M3 atau terealisai 

38,69 % (< 70%). 

i) Perlindungan dan Pengaman Hutan 

PT Sumalindo Hutani Jaya telah 

melaksanakan implementasi kegiatan 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan. 
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Berdasarkan Observasi Lapangan dapat 

diverifikasi implementasi diantaranya : 

 Keberadaan satpam PH dan 

Penjagaan Areal Kerja di Pos security 

 Penanggulangan Hama Tanaman 

berupa Rayap 

 Plang Himbauan melindungi Satwa 

dilindungi 

 Pemasangan papan himbauan 

pencegahan membakar hutan. 

3. 2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak Tebang 

(D) 

Sedang 2 Berdasarkan Laporan Inventarisasi Tanaman 

Quality Assurance Plantation Assessment Team 

(QA PAT) Tanaman 36 Bulan dapat diketahui 

bahwa potensi tegakan tanaman Eucalyptus 
pelita di Distrik Sei Mao memiliki prediksi MAI 

diakhir daur rata-rata 17,15 m3/ha/tahun setara 

dengan potensi tegakan tanaman sebesar 85,75 

m3/ha (80 - 120 m3/Ha). 

4. 2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

Sedang 2 Potensi tanaman muda umur 12 Bulan 

berdasarkan Laporan Bulanan Quality Assurance 

Plantation Assessment Team (QA PAT) 

didapatkan potensi tanaman muda pada Tahun 

2019 sebesar 83,2% dan tahun 2020 sebesar 

85,9% atau rata-rata 84,55% (≥ 75-89% dari 

jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam 

yang dipergunakan). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (19/21) 100% = 85,71 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

(D) 

Baik 3 Pada Kegiatan Penilikan Ke-1, Tidak terdapat 

perubahan / revisi dokumen SOP RIL. PT 

Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki 

prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan 

ramah lingkungan sesuai dengan SOP Reduce 

Impact Logging dengan nomor dokumen 

SOP/SHJ II/PNP-07 tanggal 12 Juni 2017 (Rev 

1).   

Dalam tataran pelaksanaan terdapat SOP Micro 

Planning dengan nomor dokumen SOP/SHJ 

II/P-28 tanggal 1 Maret 2017 berisi 

perencanaan penebangan yang berujuan untuk 

meminimalisir dampak lingkungan dan 
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NILAI 
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VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

mengetahui kondisi karakteristik setempat. 

2. 2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

(D) 

Baik 3 Pada periode satu tahun terakhir (cq. Blok RKT 

2019) terdapat implementasi kegiatan RIL yang 

diterapkan pada tahapan kegiatan : 

a. Penggunaan teknologi softwere ArcGIS 

untuk pembuatan peta rencana kerja 

rencana pemanenan. 

b. Pelaksanaan pemanenan dengan micro 

planning. 

c. Pengelolaan Limbah B3. 

Terdapat penerapan teknologi ramah 

lingkungan pada 3 kegiatan pemanenan hasil 

3. 2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

(CD) 

Baik 3 PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II memiliki 

prosedur dalam rangka meminimalkan limbah 

pemanenan. Terdapat Penilaian Pre Hand Over 
Area. Berdasarkan Rekapitulasi Harvesting 

Quality didapakan nilai 99 untuk tahun 2020 

dan 93,7 untuk Tahun 2019. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa kegiatan pemanenan 

dilaksanakan dengan meminimalkan limbah. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/15) 100% = 100,00 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) yang 

Disusun Berdasarkan Rencana 

Kerja Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan yang 

Berlaku (Dinas Prov, self 
approval)  

(CD) 

Baik 3 Terdapat dokumen RKT secara lengkap 

(selama periode waktu penilaian) yang disusun 

berdasarkan RKU dan disahkan secara self 

approval, diantaranya : 

a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, disahkan 

oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit II) (Self Approval) melalui SK 

Nomor : SK.002/RKT-SHJ II/XII/2018 

tanggal 17 Desember 2018. Terdapat 

kelengkapan peta lampiran RKTUPHHK-

HA berupa Peta Pemanenan skala 

1:75.0000 dan Peta Penanaman  skala 

1:50.000. 

b. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, disahkan 

oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit II) (Self Approval) melalui SK 

Nomor : SK.001/RKT-SHJ II/XII/2019 

tanggal 10 Desember 2018. Terdapat 

kelengkapan peta lampiran RKTUPHHK-
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
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NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

HA berupa Peta Pemanenan skala 

1:75.0000 dan Peta Penanaman  skala 

1:50.000. 

2. 2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

(D) 

Sedang 2 Hasil telaah terhadap lampiran peta RKUPHHK-

HTI Periode Tahun 2018 – 2027 PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit II) skala 1:100.000 secara 

rinci menggambarkan areal yang boleh 

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ 

dipelihara berupa Tanaman Pokok (warna 

kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), 

beserta kawasan lindung (warna merah) 

berupa Sempadan Sungai, Kawasan 

Pelestarian Plasma Nutfah, Daerah 

Perlindungan Satwa Liar, Buffer Zone, 

Konservasi Tanah, Lereng E dan Mata Air 

Berdasarkan telaah dapat terhadap Peta 

RKTUPHHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 dapat 

diverifkasi bahwa terdapat kawasan lindung 

yang telah tergambarkan namun belum 

terdapat penamaan di Peta yaitu Buffer Zone H 

dan KPPN.  

3. 2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok Tebangan 

/ Dipanen / Dimanfaatkan / 

Ditanam / Dipelihara beserta 

Areal yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ pelesta-

rian plasma nutfah / religi 

/budaya / sarana prasarana dan 

Penelitian & Pengembangan) 

(D) 

Baik 3 Pelaksanaan implementasi peta kerja pada blok 

tebangan telah dilaksanakan melalui kegiatan 

penataan areal kerja sesuai dengan 

keberadaan dokumen BAP/ Laporan Kegiatan 

Pembuatan Plang blok. 

Dapat diverifikasi imlpementasi Plang RKT dan 

Patok Petak sesui dokumentasi foto lapangan. 

Pelaksanaan implementasi peta kerja pada 

kawasan lindung telah dilaksanakan melalui 

kegiatan penandaan batas kawasan lindung 

sesuai dengan keberadaan dokumen BAP/ 

Laporan Kegiatan Pembuatan & Penandaan 

kawasan lindung. 

4. 2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

(D) 

Sedang 2 Realisasi Produksi RKTUPHHK-HT Tahun 2019 

sebagai berikut : 

 Realisasi volume tebangan pada periode 

penilaian sebesar 127.758,20 M3 dari 

rencan 330.248,06 M3 atau terealisai 

38,69 % (< 70%). 

 Realisasi luas tebangan sebesar 1.406,50 

Ha dari rencana 4.535 Ha atau teralisasi 

31,01% yang artinya  tidak melebihi luas 

yang disahkan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan 

dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber 

Daya Manusia 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

(CD) 

Buruk 1 Dapat diverifikasi keberadaan Laporan Keuangan 

beserta Laporan Audit Independen untuk Tahun 

yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 

2019 dan 2018 PT Sumalindo Hutani Jaya. Telah 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santoso dan 

Rekan dengan Laporan No. 

00061/2.0902/AU.1.01/0384-3/1/III/2020 tanggal 

11 Maret 2019. 

Berdasarkan Laporan Keuangan didapatkan kondisi 

kesehatan finansial perusahaan PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit II), sebagai berikut : 

- Likuiditas 33,75% (<100%) 

- Solvabilitas 112,98% Rentabilitas Negatif  

- Opini KAP yaitu Wajat Tanpa Pengecualian 

Secara umun kondisi kesehatan finansial belum 

memenuhi norma sedang dan baik.  

2. 2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan 

Pedoman Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh 

akuntan publik) 

(CD) 

Baik 3 Berdasarkan dokumen Audited Financial Highlights 

diketahui realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 

2019 (Perencanaan, Perlindungan Hutan, 

Penanaman, Sarana parsarana dan peralatan kerja, 

dan Penelitian dan Pengembangan dan 

Pengembangan SDM) teralisasi sebesar Rp 26.489 

dari rencana sebesar Rp. 28.119 atau terealisasi 

sebesar 94,2% (>80%). *(dalam jutaan rupiah) 

3. 2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

(CD) 

Baik 3 Proporsi realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 

2019 : 

 Realisasi Dana Tertinggi pada Pengendalian 

Kebakaran sebesar 98,69 % 

 Realisasi Dana Terendah pada Pendidikan dan 

Latihan sebesar 79,41 %  

Dengan demikian, terdapat proporsi perbedaan 

sebesar 19,28 %  (<20%). 

4. 2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

(CD) 

Sedang 2 Berdasarkan Audited Financial Highlights diketahui 

realisasi dana Kelola Hutan 94,2%, hal tersebut 

menunjukan realisasi pendaan yang dianggarkan 

lancar. Wawancara terhadap karyawan diketahui  

secara umum gaji, kesehatan, dan konsumsi tidak 

terdapat masalah/ lancar. 

Namun demikian, masih terdapat kegiatan teknis 

yang belum dapat diselesaikan sesuai tata 

waktunya terlihat dari adanya carry over RKT. Hal 

ini menunjukan bahwa terdapat pendanaan 
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RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kegiatan teknis kehutanan tidak sesuai dengan tata 

waktunya. 

5. 2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

(D) 

Baik 3 Berdasarkan dokumen Audited Financial Highlights 

diketahui realisasi pendanaan kegiatan Penanaman 

Tahun 2019 yaitu terealisasi sebesar Rp 17.847  

dari rencana sebesar Rp. 18.809 atau terealisasi 

sebesar 94,9 % (>80% namun belum seluruhnya). 
*(dalam jutaan rupiah) 

6. 2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan 

Hutan 

(CD) 

Buruk 1 Berdasarkan Laporan Bulanan HTI Bulan Juli 2020 

didapatkan neraca tanam PT Sumalindo Hutani 

Jaya II telah tertanam sampai dengan akhir Bulan 

seluruhnya seluas 11.002,10 Ha.  

Adapun realisasi Fisik Kegiatan Penanaman 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 terealisasi seluas 

1.374,5 Ha dari rencana penanaman seluas 5.264 

Ha sebesar 26,11 % (<60%) dari yang seharusnya 

pada RKTUPHHK-HT Tahun 2019. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/21) 100% = 76,19 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 
 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.1. 

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

(D) 

BAIK 3 Berdasarkan SK KepmenLHK No. 

SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 Tanggal 

11 Februari 2019, dinyatakan bahwa luas areal 

IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II 

(PT SHJ II) yang semula seluas + 70.300 Ha 

berkurang menjadi + 54.490 Ha. Menurut 

wawancara dengan M. Agus Rosidi (Karyawan 

PT SHJ II) dengan didukung melalui analisis 

Peta Tata Ruang RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 

2027, adanya perubahan luas areal konsesi PT 

SHJ II tersebut tidak mempengaruhi jenis 

maupun luas kawasan lindung dari alokasi 

sebelumnya.  

Kawasan lindung PT SHJ II didasarkan pada 

dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2018 (Periode 

2018 – 2027) dan SK Manajemen No. 004/SK-

SHJ II/II/2018 tanggal 18 Februari 2018, 

diantaranya a) KPSL (5.260 Ha); b) KPPN 

(6.371 Ha); c) Sempadan Sungai (3.059 Ha); d) 
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Bufferzone Hutan Lindung (576 Ha); e) Areal 

Konservasi Tanah (75 Ha); f) Areal Kelerengan 

>40% (2.630 Ha); dan g) Mata Air (52 Ha). 

Total luas kawasan lindung PT SHJ II adalah 

sebesar 18.023 Ha atau 25,64% dari luas total 

areal. 

Berdasarkan sampling remote audit pada 

kawasan lindung Sempadan Sungai Mao Kanan 

(522951 E, 9997739 N) dan areal KPSL 

(524046 E, 9996847 N), kondisi biofisik berupa 

penutupan vegetasi maupun pemilihan alokasi 

kawasan lindung telah sesuai dengan 

peruntukkannya. 

2. 3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali) 

(D) 

SEDANG 2 Realisasi penandaan batas kawasan lindung PT 

SHJ II sampai dengan periode audit Penilikan 

Ke-1 adalah sebesar 484,79 km (69,68%) dari 

panjang total kawasan lindung sebesar 695,65 

km.  

Berdasarkan SOP Pengelolaan Kawasan 

Lindung PT SHJ II (No. SOP/SHJ II/FS-044), 

penandaan batas kawasan lindung PT SHJ II 

dilakukan melalui pembuatan jalur rintisan 

dengan lebar ± 1 meter yang ditandai dengan 

cat warna merah atau pemasangan patok atau 

plat seng sebagai batas permanen. Menurut 

verifikasi sampling data lapang remote audit, 
pemasangan tanda batas kawasan lindung telah 

sesuai dengan prosedur, seperti pada batas 

kawasan lindung KPSL (524046 E; 9996847 N) 

telah terdapat tanda batas berupa tulisan pada 

plat seng berwarna kuning dan pada pohon 

dengan ditandai cat merah (polet silang dan 

garis bawah). 

3. 3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

(D) 

SEDANG 2 Kondisi penutupan kawasan lindung PT 

Sumalindo Hutani Jaya II telah dirangkum 

dalam Peta Perubahan Tutupan Lahan Areal 
Konservasi Citra Landsat Tahun 2020 yang 

merupakan hasil overlay antara Peta 

RKUPHHK-HTI PT SHJ II dan Peta Penafsiran 

Citra Satelit Tahun 2020 (Mosaik Sentinel 2-A 

T50MNE dan T50MNF Band 11, 8A, dan 5 

Pansharpen Band 8 liputan tanggal 27 Mei 

2020 skala 1 : 50.000). 

Jenis penutupan lahan yang ada pada areal 

kawasan lindung PT SHJ II diantaranya Belukar 

Tua, Hutan Tanaman, Belukar Muda, dan Tanah 

Terbuka. Apabila mengesampingkan luasan 

areal yang tertutup awan, persentase areal 

berhutan pada kawasan lindung PT SHJ II 
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adalah sebesar 32,68% (4.755 Ha). Sebaliknya, 

jenis tutupan lahan tidak berhutan lebih 

mendominasi areal konsesi dengan persentase 

mencapai 67,32%.  

Berdasarkan sampling remote audit pada 

kawasan lindung Sempadan Sungai Mao Kanan 

(522951 E, 9997739 N), terlihat bahwa pada 

titik tersebut lebih didominasi oleh penutupan 

berupa semak dan belukar. 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

(CD) 

SEDANG 2 Berdasarkan Peta Sebaran Desa PT SHJ II 

Tahun 2020, terdapat 19 (sembilan belas) desa 

pada sekitar areal konsesi PT SHJ II. Sebagai 

upaya dalam mendapatkan pengakuan terhadap 

kawasan lindung, PT SHJ II telah melakukan 

sosialisasi kawasan lindung dengan output 
berupa dokumen FPIC (Free, Prior, and 
Informed Consent) yang merupakan 

kesepakatan bersama masyarakat dengan PT 

SHJ II (termasuk di dalamnya kesepakatan 

terkait kawasan lindung).  

Berdasarkan hasil telaah rekaman audit sampai 

dengan Resertifikasi tahun lalu (2019), 

diketahui bahwa pernah dilakukan sosialisasi 

kawasan lindung kepada Desa Perangat 

Selatan, Desa Santan Ulu, Desa Segihan, dan 

Desa Sukamaju. Sementara itu, selama periode 

audit Penilikan Ke-1 (2020) terdapat data 

tambahan berupa Kesepakatan Bersama Dalam 
Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA Antara 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dengan Desa 
Santan Ulu. Pada poin ke 4 dari isi kesepakatan 

tersebut, dijelaskan bahwa masyarakat Desa 

Santan Ulu telah memperoleh informasi yang 

lengkap mengenai penetapan serta pengelolaan 

kawasan lindung PT SHJ II. Lebih lanjut, 

dinyatakan bahwa masyarakat Desa Santan Ulu 

memberikan persetujuan dan sepakat atas 

segala aktifitas operasional PT SHJ II.  

Pengakuan kawasan lindung dari pemerintah 

didapatkan secara tidak langsung melalui 

pengesahan AMDAL, RKU, maupun RKT. 

Sedangkan, pengakuan dari karyawan PT SHJ II 

didapatkan secara otomatis melalui penerbitan 

SK Penetapan Kawasan Lindung dan adanya 

Komitmen FCP (Forest Conservation Policy) 
yang didalamnya memuat komitmen 

perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan 

operasional pada kawasan HCV dan HCS.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Loly 

Andriana (staff pemadam kebakaran PT SHJ II) 
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yang diperkuat dari analisis Laporan 

Perlindungan Hutan PT SHJ II, diketahui bahwa 

selama periode 1 tahun terakhir terdapat 7 kali 

kebakaran hutan yang 4 diantaranya 

disebabkan adanya pembukaan lahan 

perkebunan oleh warga. Adanya kegiatan 

perambahan dan/atau perladangan pada areal 

PT SHJ II tersebut mengindikasikan bahwa 

belum sepenuhnya secara implementatif 

masyarakat telah mengakui areal konsesi PT 

SHJ II. 

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

(D) 

SEDANG 2 Jenis-jenis kawasan lindung yang ada di areal 

PT SHJ II berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI 

Tahun 2018, antara lain: 1) KPSL, 2) KPPN, 3) 

Sempadan sungai, 4) Bufferzone Hutan 

Lindung, 5) Areal konservasi tanah, 6) Areal 

lereng curam, dan 7) Areal mata air. Dalam 

kegiatan pengelolaan kawasan lindung, PT SHJ 

II telah mempunyai prosedur yang berjudul 

Standard Operating Procedure Pengelolaan 
Kawasan Lindung (No. SOP/SHJ II/FS-044, Rev. 
2, Tgl Terbit 05-11-2018). 

Beberapa kegiatan pengelolaan kawasan 

lindung telah dilakukan sesuai dengan SOP dan 

disajikan dalam bentuk pelaporan. Namun, 

laporan yang tersedia belum mencakup semua 

jenis kawasan lindung hasil tata ruang areal 

sesuai dokumen RKUPHHK-HTI (Tahun 2018). 

PT SHJ II belum memiliki laporan pengelolaan 

kawasan lindung pada areal Bufferzone Hutan 

Lindung; Areal Konservasi Tanah; Areal 

Kelerengan Curam; dan Areal Mata Air. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (20/27) x 100% = 74,07% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1 BAIK 3 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah menyusun 
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Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

(D) 

prosedur (SOP) perlindungan dan pengamanan 

hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan 

yang ada, antara lain: (1) Kebakaran Hutan dan 

Lahan; (2) Perambahan Hutan; (3) Penebangan 

Liar; (4) Klaim Lahan (Okupasi Lahan); dan (5) 

Perladangan Liar, yang tercakup dalam beberapa 

SOP, diantaranya : 

1. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

(No. SOP/SHJ II/FS-028, Revisi Ke-2, Tgl 

Terbit 05-11-2018) didalamnya mencakup 

prosedur terkait identifikasi, pemetaan, 

perencanaan, pelaksanaan, penanganan, 

monitoring, dan evaluasi terhadap jenis 

gangguan seperti konflik lahan, pencabutan 

dan pemindahan pal batas, dan 

penambangan ilegal. 

2. SOP Pengendalian Kebakaran Hutan  (Tgl 

Terbit 01-03-2017), telah mengacu ke 

PermenLHK No. P.32/MenLHK/ 

Kum.1/3/2016. 

3. SOP Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (Tgl 

Terbit 09-03-2017), meliputi kegiatan 

identifikasi, monitoring dan evaluasi kondisi 

darurat yang mencakup kecelakaan kerja, 

kebakaran, dll. 

4. SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (Revisi 

Ke-2, Tgl Terbit 05-11-2018), mencakup 

perencanaan, penataan, perlindungan/ 

pengamanan, rehabilitasi dan pemantauan 

kawasan lindung. 

SOP perlindungan hutan PT SHJ II telah 

mencakup teknis pencegahan dan penanganan 

terhadap semua jenis gangguan hutan dan/atau 

potensi gangguan hutan yang ada di PT SHJ II.  

2. 3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan 

hutan 

(D) 

SEDANG 2 PT SHJ II telah memiliki daftar sarana prasarana 

penunjang pemadam kebakaran hutan yang 

terangkum dalam Laporan Bulanan Kebakaran 

Hutan. Berdasarkan hasil analisis Laporan 
Bulanan Kebakaran Periode Juli 2020, jenis 

maupun jumlah sarana prasarana perlindungan 

hutan yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, yakni 

PermenLHK No. 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.  

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

SEDANG 2 Satpam 

Dalam penyediaan tenaga satpam, PT SHJ II 

bekerjasama dengan PT Shield On Service, Tbk 

sesuai dokumen Addendum II Perjanjian 
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Penyediaan dan Pengelolaan Jasa Pengamanan 
No. 01/SP-SHJ/LA/XI/2016 Tanggal 21 Desember 
2019. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa 

PT SHJ II bekerjasama dengan PT SOS, Tbk 

untuk jangka waktu 1 Januari 2020 s.d 31 

Desember 2020. Menurut Laporan Bulanan 

Pengamanan Hutan PT SHJ II (Periode Agustus 

2020), personil satpam yang ditugaskan 

diantaranya : 

Chief Leader : Longginus Nggeu 

Security Officer : 

1. Ardianto 

2. Meriadi 

3. Sigit P. 

4. Sutaji Ananda 

5. Marhaban 

6. Subdi 

Patrol Officers :  

1. Hadi Yudianto 

2. Okky R. 

 

Regu Pemadam Kebakaran  

PT SHJ II memiliki luas areal konsesi sebesar 

70.300 Ha, dimana dinyatakan dalam PermenLHK 

No. 32 Tahun 2016 bahwa HTI dengan luas 

antara 60.000 s.d 80.000 ha minimal harus 

memiliki Regu Dalkarhut sebanyak 4 (empat) 

regu inti, dengan jumlah anggota setiap regu 

sebanyak 15 (lima belas) orang. Anggota regu inti 

harus memiliki kompetensi di bidang 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang 

ditunjukkan dengan bukti-bukti yang sah. Selain 

regu inti, juga diperlukan regu pendukung dan 

regu perbantuan (MPA). 

Berdasarkan struktur organisasi Incident 
Command System PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 

II, terdapat 3 (tiga) regu inti pemadam kebakaran 

hutan yang masing-masing beranggotakan 5 

(lima) orang.  

Dalam mengembangkan kompetensi regu 

pemadam kebakaran, PT SHJ II telah 

mendiklatkan sebagian personil yang 

diselenggarakan oleh KemenLHK dan 

mengadakan 3 kali pelatihan internal pemadam 

kebakaran (Fire Fighter Training). Lebih jauh, 

untuk mendukung program pencegahan 

kebakaran hutan dan lahan, PT SHJ II telah 

membentuk DMPA (Desa Makmur Peduli Api) 

pada Desa Santan Ulu, Desa Makarti, dan Desa 

Perangat.  
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4. 3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

(D) 

BAIK 3 Selama periode 1 tahun terakhir, terdapat 6 

(enam) kali kejadian kebakaran hutan. Terkait 

dengan hal tersebut, PT Sumalindo Hutani Jaya 

Unit II telah melakukan bentuk-bentuk kegiatan 

perlindungan dan pengamanan hutan sesuai 

prosedur – prosedur perlindungan yang dimiliki. 

Kegiatan yang dilakukan telah mencakup kegiatan 

preemtif, preventif, maupun represif. Adanya 

kejadian kebakaran telah dilaporkan secara online 

melalui aplikasi Sipongi – Karhutla Monitoring 

System (http://sipongi.menlhk.go.id) dan 

dituangkan dalam Laporan Bulanan Perlindungan 

Hutan PT SHJ II. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (20/24) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.3 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

(D) 

BAIK 3 Jenis-jenis dampak terhadap tanah dan air yang 

berpotensi terjadi pada areal PT SHJ II menurut 

Laporan Utama ANDAL (1996), diantaranya : 1) 

Perubahan Suhu Udara dan Kelembaban Mikro; 2) 

Erosi Tanah; 3) Sedimentasi; 4) Kualitas Air; dan 

5) Penurunan Biota Perairan. Dalam mendukung 

terlaksananya kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan terhadap dampak tanah dan air, PT 

SHJ II telah memiliki prosedur (SOP) yang secara 

menyeluruh membahas mengenai metode 

penanganan dan pencegahan dampak-dampak 

yang berpotensi terjadi akibat pemanfaatan hutan.  

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah 

menyediakan sebagian sarana prasarana 

penunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

dampak tanah dan air. Sarana prasarana tersebut 

terdiri dari teknik sipil dan teknik vegetatif.  

Secara teknik sipil, sarana prasarana yang belum 

ada adalah SPAS. Sementara itu secara teknik 

vegetatif, belum dilakukan kegiatan 

penanaman/rehabilitasi pada areal terbuka, eks. 

jalan sarad, dan kanan kiri jalan angkutan. 

http://sipongi.menlhk.go.id/
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3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

(D) 

BAIK 3 SDM pemantau dan pengelola dampak tanah dan 

air PT SHJ II terdiri dari personil kelola lingkungan 

(Environment Compliance Officer) dan 

GANISPHPL-BINHUT.  

Personil Kelola Lingkungan 

Struktur Organisasi Environment Compliance 
Officer, diantaranya : 

1. Forest Sustainability and Forest Protection 

Head : Surya Indra Jaya 

2. Environmental Compliance : Supardi 

3. Conservation Certification Officer : Angga 

Dinata Pratama H. 

4. CD – CSR : Randy Juniandrika 

GANISPHPL-BINHUT 

Ketetapan jumlah dan kualifikasi personil 

GANISPHPL-BINHUT sebagai tenaga pengelola 

dan pemantau dampak terhadap tanah dan air 

telah diatur sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-

IPHH/2015 dan Permenhut No. P.54/Menhut-

II/2014.  

Luas areal izin PT SHJ II adalah sebesar 70.300 

hektar, dimana dijelaskan bahwa ketentuan jumlah 

minimal GANISPHPL-BINHUT yang wajib dimiliki 

dan/atau dipekerjakan oleh pengelola hutan dan 

pemegang izin usaha pemanfaatan hutan produksi 

untuk luas areal antara 50.000 s/d <100.000 ha 

adalah sebanyak 5 (lima) orang. PT SHJ  II telah 

memenuhi ketetapan diatas dengan memiliki 5 

(lima) orang GANISPHPL-BINHUT. 

4. 3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak 

terhadap tanah dan air 

(teknis sipil dan vegetatif) 

(D) 

SEDANG 2 Implementasi pengelolaan dampak tanah dan air 

sebagian telah dilaksanakan sesuai rencana 

pengelolaan dalam dokumen RKL (1996) dan 

dokumen RKUPHHK-HTI (2018). PT SHJ II belum 

melakukan kegiatan penanaman/pengayaan pada 

kawasan lindung areal lereng curam (>40%) dan 

pada KPPN. 

PT SHJ II telah melakukan pengelolaan limbah B3 

dengan baik. Kegiatan pengelolaan LB3 

bekerjasama dengan PT Sinar Bintang Albar 

dengan jangka waktu perjanjian s.d 31 Desember 

2020. Selain itu, PT SHJ II telah memiliki Gudang 

TPS Limbah B3 (X.518668; Y.9997966) yang 

disertai dengan ijin penyimpanan TPS LB3 dari 

pemerintah sesuai SK Bupati Kutai Kartanegara 
No. 660.1/147/BLHD-I/2015 Tanggal 9 Nov 2015 

(berlaku s.d 9 Nov 2020). 

5. 3.3.5 

Rencana dan implementasi 

BAIK 3 Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, 

implementasi pemantauan dampak tanah dan air 
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pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

(D) 

PT SHJ II telah dilakukan sesuai dengan dokumen 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 

1996 dan dokumen RKUPHHK-HTI (2018).  

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan 

diantaranya : 1. Pemantauan erosi tanah; 2) 

Pemantauan debit dan sedimentasi sungai; 3) 

Perbaikan penutupan lahan di areal lereng >40% 

dan areal konservasi tanah yang sangat peka 

erosi;  4) Pemantauan CH, HH, suhu, dan 

kelembaban; 5) Pemantauan sifat fisik dan kimia 

tanah; dan 6) Pemantauan kualitas air. 

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

(D) 

SEDANG 2 Berdasarkan hasil pengukuran erosi bulan Januari 

2020 s.d Juni 2020 pada 7 petak titik pemantauan 

erosi, diketahui bahwa laju erosi yang terjadi 

tergolong ringan. Hal tersebut juga terjadi pada 

hasil pengukuran kondisi sedimentasi tanah. 

Sedimentasi tertinggi untuk 3 sungai (Sungai 

Mao; Sungai Tabor; Sungai Anak Mao) pada 

semester I tahun 2020 adalah pada bulan Mei 

karena curah hujan tertinggi PT SHJ II adalah 

bulan Mei 2020.  

PT SHJ II memiliki hasil uji lab kualitas air dari PT 

Kehati Lab Indonesia No. LHP.KHT.2006.1210 

Tanggal 5 Juni 2020. Parameter Fisika yang 

dipantau adalah TDS, TSS dan Kekeruhan. 

Parameter kimia yang dipantau adalah derajat 

keasaman (pH), DO (Dyssolved Oxygen), BOD-5 

(Biological Oxygen Demand), dan COD (Chemical 
Oxygen Demand). Apabila dibandingkan dengan 

ambang batas baku mutu menurut Perda Kaltim 

No. 2 Tahun 2011, masing-masing parameter 

pengukuran diatas masih berada dalam ambang 

batas yang ditentukan. 

Berdasarkan sampling uji petik remote audit pada 

lokasi arah ke sungai Tabor (koordinat 521740 E; 

5188 N), diketahui bahwa masih terjadi adanya 

erosi parit yang menyebabkan kondisi jalan rusak 

dan akses ke S. Tabor cukup sulit. Ha tersebut 

mengindikasikan bahwa masih terdapat gangguan 

berupa dampak tanah dan air yang masih terjadi 

di areal PT SHJ II.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (30/36) x 100% =  83,33% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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VERIFIER 
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1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu 

pada perundangan/peraturan 

yang berlaku 

(D) 

SEDANG 2 PT SHJ II memiliki prosedur identifikasi flora 

fauna yang didalamnya tercakup pula untuk 

jenis-jenis dilindungi, diantaranya :  

a) SOP Identifikasi jenis fauna, Revisi Ke-1 

Tanggal Terbit 03-12-2018 

b) SOP Identifikasi flora, Revisi ke-1 tanggal 

terbit 01-03-2019 

SOP yang ada sudah mencakup identifikasi 

terhadap jenis-jenis flora, jenis-jenis burung, 

mamalia, amphibi dan reptil, biota air (ikan, 

plankton, benthos), serta serangga, dan sudah 

merujuk ke beberapa peraturan minimal yang 

berlaku seperti PP 7/1999, Permen LHK No. 

P.106 tahun 2018, tingkat kerawanannya 

menurut IUCN RedList, dan aturan 

perdagangannya menurut Appendix CITES. 

Namun pada SOP identifikasi jenis fauna belum 

menujuk ke Appendix CITES dan IUCN Redlist. 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

(D) 

BAIK 3 Selama periode 1 tahun terakhir, terdapat 

tambahan data kegiatan identifikasi flora fauna, 

yakni berdasarkan Berita Acara Kegiatan 
Pemantauan HCV dan HCS Tanggal 30 
Desember 2019. Kegiatan pemantauan dilakukan 

secara berkala antara tanggal 9 s.d 26 Desember 

2019 di areal Kawasan Lindung PT SHJ II. Hasil 

kegiatan telah dituangkan dalam Laporan 
Monitoring Pengelolaan dan Pemantauan HCV. 

Hasil pemantauan telah menjelaskan secara rinci 

identifikasi dan inventarisasi kondisi flora fauna 

PT SHJ II, baik di kawasan produksi maupun 

kawasan lindung. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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 KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

  

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

(D) 

BAIK 3 PT. SHJ II telah memiliki beberapa prosedur 

terkait Pengelolaan Flora, diantaranya : 

1. SOP Pengelolaan Flora dan Fauna 

Dilindungi (Revisi Ke-2, Tanggal Terbit 

05-11-2018).  

2. SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa 

Liar (Tgl Terbit 01-03-2017, Revisi Ke-1). 

Prosedur ini mencakup panduan 

pemantauan vegetasi dan satwa liar 

dalam pengelolaan lingkungan. 

3. SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 

SOP/SHJ II/FS-044, Rev-2, Tgl 05-11-

2018) 

4. SOP Restorasi Kawasan Lindung/Stok 

Karbon Tinggi Pada Lahan Mineral (No. 

SOP/SHJ II/FS-052, Rev Ke-0, Tgl Terbit 

09-12-2018) SOP Pengayaan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan di 

Kawasan Lindung. SOP ini bertujuan 

untuk menambah jumlah anakan semai 

dengan cara menanam pada bagian areal 

yang tidak atau kurang memiliki 

kelimpahan jenis lokal/endemik pada 

areal kawasan lindung. 

5. SOP Anggaran Lingkungan. SOP ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

keperluan keuangan / finansial dalam 

mengimplementasikan, mengelola dan 

mempertahankan program lingkungan 

dan juga untuk memantau dan mengkaji 

manfaat dari pengelolaan lingkungan. 

 

PT SHJ-II telah memiliki sekumpulan SOP 

terkait pengelolaan flora dilindungi yang 

mencakup seluruh jenis yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik yang terdapat di areal kerjanya. 

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan flora 

dilindungi adalah pengelolaan berbasis 

kawasan, dalam hal ini berbasis pada 

pengelolaan habitat (in situ), dan didukung 

dengan kegiatan sosialisasi, baik langsung, 
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maupun tidak langsung, berdasarkan informasi 

jenis-jenis flora dilindungi yang telah 

teridentifikasi keberadaanya di dalam areal 

konsesi perusahaan.  

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

BAIK 3 PT SHJ II telah melakukan pengelolaan flora 

sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan 

pengelolaan flora yang ada didalam SOP, 

seperti identifikasi flora; perlindungan habitat 

yang sudah dialokasikan sebagai kawasan 

lindung; penanaman pengayaan / rehabilitasi 

kawasan lindung yang mempunyai tutupan 

lahan kurang baik atau terdegradasi; dan 

pengelolaan kawasan lindung lainnya; serta 

implementasi pengelolaan areal HCV. 

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 Berdasarkan hasil Laporan Monitoring HCV 
Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2019, 

dijelaskan bahwa keragaman jenis pada KPPN 

di tingkat semai tahun 2018 mengalami 

peningkatan dari tahun 2017, namun turun 

kembali pada tahun 2019. Apabila ditelaah 

lebih lanjut, strata keragaman pada tingkat 

pohon pada 3 tahun berturut-turut selalu lebih 

rendah daripada tingkatan semai nya. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa saat sebelum 

semai bertumbuh menjadi pohon, terdapat 

gangguan pada jenis flora, baik dikarenakan 

mati secara alami ataupun faktor eksternal lain.  

Apabila dikaitkan dengan gangguan flora dari 

ancaman luar, selama periode audit Penilikan 

Ke-1, terdapat 6 (enam) kali kejadian 

kebakaran hutan yang mayoritas disebabkan 

oleh adanya kegiatan perladangan. Adanya 

aktivitas-aktivitas pembukaan lahan dan/atau 

perladangan tersebut yang juga menyebabkan 

kebakaran-kebakaran pada areal konsesi turut 

serta menjadi penyebab berkurangnya tingkat 

keragaman jenis flora (termasuk flora 

dilindungi) di areal PT SHJ II. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16/18) x 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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 KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.6.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

kegiatan, dan pemantauan) 

(D) 

BAIK 3 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki 

SOP Pengelolaan Fauna. Selama periode 1 

tahun terakhir, tidak terdapat perubahan 

ataupun penambahan terhadap SOP 

pengelolan fauna dilindungi yang sudah ada, 

diantaranya : 

1. SOP Pengelolaan Flora Dan Fauna 

Dilindungi (Revisi Ke-2, Tanggal Terbit 

05-11-2018). Prosedur ini merupakan 

acuan dalam pelaksanaan pengelolaan 

flora dan fauna dilindungi di dalam 

kawasan HTI. 

2. SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa 

Liar (Tgl Terbit 01-03-2017, Revisi Ke-1). 

Prosedur ini mencakup panduan 

pemantauan vegetasi dan satwa liar 

dalam pengelolaan lingkungan. 

3. SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 

SOP/SHJ II/FS-044, Rev-2, tgl 05-11-

2018) 

4. SOP Restorasi Kawasan Lindung/ Stok 

Karbon Tinggi pada Lahan Mineral (No. 

SOP/SHJ II/FS-052, Rev ke-0, Tgl Terbit 

09-12-2018) untuk memberikan panduan 

teknis pelaksanaan restorasi di KL/stok 

karbon tinggi (HCS) di lahan mineral 

terdegradasi dengan menggunakan 

pendekatan restorasi (regenerasi alami, 

pengayaan menggunakan jenis 

tumbuhan asli/lokal berkayu, eradikasi 

spesies invasif, perlindungan dan 

pengamanan hutan) 

5. SOP Pengayaan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan di Kawasan Lindung. SOP 

ini bertujuan untuk menambah jumlah 

anakan semai dengan cara menanam 

pada bagian areal yang tidak atau kurang 

memiliki kelimpahan jenis lokal/endemik 

pada areal kawasan lindung. 

6. SOP Penanggulangan Konflik Antara 

Manusia dan Satwa Liar (No. SOP/SHJ 

II/FS-045, rev-2, tgl 05-11-2018). SOP ini 

memberikan arahan pelaksanaan 

kegiatan penanggulangan konflik antara 



 
 

Halaman 34 dari 61 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

manusia dan satwa liar di dalam kawasan 

HTI PT SHJ-II dan juga agar kegiatan 

perlindungan satwa liar pada semua 

kawasan konsesi perusahaan dapat 

dilaksanakan dengan tepat, cepat, efektif, 

dan efisien. 

7. SOP Anggaran Lingkungan. SOP ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

keperluan keuangan / finansial dalam 

mengimplementasikan, mengelola dan 

mempertahankan program lingkungan 

dan juga untuk memantau dan mengkaji 

manfaat dari pengelolaan lingkungan. 

 

PT SHJ II telah memiliki sekumpulan SOP 

terkait pengelolaan fauna dilindungi yang 

mencakup seluruh jenis yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik yang terdapat di areal kerjanya. 

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan fauna 

dilindungi adalah pengelolaan berbasis 

kawasan yakni berbasis pada pengelolaan 

habitat (in situ) dan didukung dengan kegiatan 

sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, berdasarkan informasi jenis-jenis 

fauna dilindungi yang telah teridentifikasi 

keberadaannya di dalam areal konsesi 

perusahaan. 

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

BAIK 3 PT SHJ II telah melakukan pengelolaan fauna 

sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan 

pengelolaan fauna yang ada di dalam SOP, 

seperti kegiatan identifikasi, perlindungan 

habitat yang sudah dialokasikan sebagai 

kawasan lindung, penanaman pengayaan/ 

rehabilitasi kawasan lindung serta 

implementasi pengelolaan areal HCV. 

Pada areal PT SHJ II terdapat satwa dilindungi 

jenis endemik yakni Orangutan. Dalam lingkup 

pengelolaan secara spesifik, PT SHJ II telah 

melakukan pengelolaan secara intensif 

terhadap keberadaan Orangutan, diantaranya : 

- Pembentukan satgas penyelamatan 

Orangutan; 

- Inventarisasi distribusi dan populasi 

Orangutan; 

- Melakukan Pelatihan, Monitoring dan 

Evaluasi Manajemen Konservasi Orangutan 

dan Satwa Liar Lainnya;  

- Melakukan Intergrated Orang Utan 
Conservation Management Plan (IOCMP) - 

Implementasi rencana aksi dan strategi 
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konservasi orang utan dan satwa liar 

lainnya; 

- Melakukan Relokasi Orangutan; serta 

- Kerjasama dengan PT SRH, Ecositrop 

Unmul, dan PPHT (Pusat Penelitian Hutan 

Tropis). 

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 Berdasarkan Laporan Monitoring HCV 
Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2019 

dijelaskan bahwa keragaman jenis fauna pada 

3 tahun berturut-turut (2017 s.d 2019) 

mayoritas mengalami peningkatan keragaman 

jenis.   

Secara lebih spesifik, salah satu satwa 

endemik yang memiliki habitat di areal PT SHJ 

II adalah Orangutan. PT SHJ II pernah 

melakukan kajian monitoring dan evaluasi 

distribusi dan populasi Orangutan pada Tahun 

2017. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi 

dari laporan monev ini adalah bahwa 

pembangunan dan pengembangan kawasan 

HTI merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan berkurangnya luasan habitat 

alami orangutan serta memberikan dampak 

yang nyata bagi ketersediaan habitat dan pakan 

alami orangutan serta satwa lainnya yang 

berada di kawasan tersebut.  

Berdasarkan hasil perhitungan kondisi 

penutupan lahan pada kawasan lindung PT SHJ 

II Tahun 2020, penutupan dengan kategori 

berhutan hanya sekitar 32,68% dari total luas 

areal konsesi. Hal tersebut dapat secara 

langsung berimplikasi terhadap hilangnya 

habitat dan ketersediaan pakan Orangutan. 

Selain itu, selama periode audit Penilikan Ke-1 

ini dilakukan (2020), terdapat beberapa kasus 

kebakaran hutan dan/atau lahan yang turut 

menjadi penyebab rusaknya habitat alami 

Orangutan, termasuk satwa lindung lainnya. 

Meskipun begitu, PT SHJ II telah melakukan 

implementasi pengelolaan dan/atau 

perlindungan dengan cukup baik seperti yang 

telah dijelaskan pada verifier 3.2.4. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16/18) x 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan 

mengenai pola 

penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi 

hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Peniilikan ke-1, PT SHJ II memiliki dokumen 

yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tertuang 

dalam : 

1. Peta Sebaran Desa sekitar PT SHJ II skala 1 : 

75.000 

2. Peta Administrasi Desa PT SHJ II Distrik Sei Mao 

skala1 : 100.000 

3. Laporan Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social 

Mapping) PT SHJ Unit II 

4. Dokumen Integrated Sustainable Forest 
Management Plan (ISFMP) PT  SHJ II Tahun 2016 

5. Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan HHBK 

yang digunakan warga masyarakat PT SHJ II tahun 

2019 

6. Laporan HCV Assesment Report PT SHJ II 

7. Survey Baseline and Social Foot Print Study PT SHJ 

II 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang 

tersedia dan wawancara dengan Pendamping Auditor 

Sosial bahwa kegiatan masyarakat sekitar yang masih 

dilakukan  di areal PT SHJ II antara lain mencari Ikan, 

mencari Akar Manon dan Akar Pakis dan PT SHJ II telah 

melakukan Identifikasi dan pengelolaannya terhadap HHBK 

yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memberi 

tanda dilindungi/tidak boleh diganggu. 

Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh  PT SHJ 

II dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2018 

-2027, RKTUPHHK-HT Tahun 2019 & 2020 (yang disahkan 

secara self approval), dan untuk rencana dibidang kelola 

sosial PT SHJ II telah menyusun Rencana Fisik dan Biaya 

Kelola Sosial Tahun 2019 & 2020 yang telah dirinci 

kegiatannya. 

 

 

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas 

/rekonstruksi batas 

kawasan secara 

partisipatif dan 

penyelesaian konflik 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Penilikan ke-1, PT SHJ II telah memiliki 

dokumen terkait dengan mekanisme pembuatan 

batas/rekonstruksi batas secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan sama seperti pada 

Penilaian sebelumnya tertuang dalam : 

1. SOP Pemetaaan Partisipatif 
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batas kawasan 

(D) 

2. SOP Penyelesaian Konflik Lahan 

3. SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja 

IUPHHK HTI 

4. SOP FPIC/Padiatapa 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, dokumen 

tersebut telah disepakati masyarakat dan telah 

diimplementasikan dalam pembuatan batas partisipatif 

dengan masyarakat sekitar serta dalam proses 

penyelesaian konflik yang timbul antara perusahaan 

dengan masyarakat sekitar areal. 

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak 

dasar masyarakat 

hukum adat dan 

masyarakat setempat 

dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Penilikan ke-1, PT SHJ II telah memiliki 

dokumen terkait mekanisme pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH sama seperti pada 

Penilaian sebelumnya tertuang dalam : 

1. SOP Studi Data Dasar 

2. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK 

3. SOP FPIC/Padiatapa  

4. SOP Identifikasi Hak Hak Masyarakat Adat 

5. SOP Studi Dampak Sosial 

6. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola  

    Kemitraan 

7. SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja 

Berdasarkan telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT SHJ 

II memiliki mekanisme yang lengkap terkait pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan sumberdaya hutan, serta terdapat beberapa 

MoU/Kesepakatan antara PT SHJ II dengan Masyarakat 

sekitar terkait Pemanfaatan HHNK dan alokasi untuk Areal 

Tanaman Kehidupan. 

 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara 

tegas antara 

kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 
Pada Areal PT SHJ II banyak ditemukan pemanfaatan 

lahan oleh masyarakat sekitar terutama pada  bagian 

selatan & Koridor Jalan Tambang. Berdasarkan Peta 

Identifikasi Areal Klaim PT SHJ II Distrik Sei Mao Skala 1 : 

50.000, di areal PT SHJ II terdapat pemanfaatan lahan 

oleh masyarakat baik secara perorangan maupun atas 

nama kelompok masyarakat dan baru sebagian yang telah 

dilakukan penataan batas partisipatifnya 

Berdasarkan SK.135/MenLHK/Setjen/HPL.0/ 2/2019 

tanggal 11 Februari 2019), dalam SK tersebut terdapat 

perubahan luas areal PT SHJ II yang semula memiliki luas 

70.300 Ha berkurang menjadi 54.490 Ha (APL 

dikeluarjkan), pada Lampiran Peta perubahan batas areal 

terutama pada bagian Selatan dan Timur areal, 

berdasarkan informasi dari Bagian Legal PT SHJ II 

perubahan batas areal tersebut masih diproses di BPKH IV 

Samarinda dan belum ada penataan di lapangan. 
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Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil wawancara 

dengan Pendamping Auditor Kriteria Sosial, PT SHJ II 

memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas yang 

memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan 

dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat. 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan 

para pihak atas luas 

dan batas areal kerja 

IUPHHK/KPH 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Selama periode Penilikan ke-1, PT SHJ II dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat 

persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam 

hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah), serta 

dukungan dari masyarakat sekitar yang tertuang dalam 

dokumen : 

1. Telah disetujuinya Dokumen RKUPHHK-HT PT SHJ II 

periode 2018 - 2027 

2. Tersedia RKTUPHHK-HT Tahun 2019 & 2020 yang 

disahkan secara Self Approval 

3. Berita Acara Sosialisasi Visi Misi PT SHJ II, RKT 

Tahun 2019, Kawasan Lindung, Program CD-CSR, 

Program DMPA, Resolusi Konflik, Pencegahan 

Kebakaran Lahan & Hutan, Lowongan kerja 

dilaksanakan di Desa Santan Ulu tanggal 26 Maret 

2019. 

4. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan 

FPIC/Padiatapa antara PT SHJ II dengan masyarakat 

Santan Ulu Tanggal 10 Desember 2019, dalam 

dokumen ini terdapat klausul bahwa para pihak 

menyetujui dan sepakat terkait kegiatan operasional 

PT SHJ II (RKT PT SHJ II Tahun 2019 & 2020 masuk 

wilayah Desa Santan Ulu).   

 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SHJ II 

memiliki dokumen terkait dukungan/ persetujuan para 

pihak dan  pada areal PT SHJ II masih terdapat potensi 

konflik terkait  pemanfaatan lahan oleh masyarakat baik 

perseorangan maupun kelompok masyarakat, namun 

konflik tersebut sampai saat ini masih dapat dikelola 

dengan baik. 

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 28 /30) x 100% = 93,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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VERIFIER 
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AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian dokumen 

yang menyangkut 

tanggung jawab sosial 

pemegang izin sesuai  

dengan peraturan 

perun-dangan yang 

relevan/berlaku 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ II memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial 

pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku/relevan tertuang dalam : 

1. SK IUPHHK-HT PT SHJ II.   

2. RKUPHHK-HT PT SHJ II Periode Tahun 2018 - 2027.   

3. RKTUPHHK-HT PT SHJ II Tahun 2019 dan 2020.   

4. Rencana Fisik dan Biaya Kegiatan Kelola Sosial PT 

SHJ II Tahun 2019 & 2020 

5. Laporan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH Semeseter I & 

II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 

6. Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT SHJ II 

di Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT SHJ II 

memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku/relevan. 

 

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  

mekanisme pemenuhan 

kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ II telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan 

kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat  

tertuang dalam : 

1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 

2. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan 

3. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan 

4. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu 

5. SOP Kelola Sosial (CSR) 

6. SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja 

7. Kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat terkait 

pemanfaatan HHNK di areal PT SHJ II 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT SHJ II  

memiliki mekanisme yang lengkap dan legal, serta telah 

mengakomodir dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban 

sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar. 

3. 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi 

kepada masyarakat 

mengenai hak dan 

kewajiban pemegang 

izin terhadap 

masyarakat dalam 

mengelola SDH 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Penilikan ke-1, PT SHJ II telah melaksanakan 

sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang terkena 

dampak kegiatan dalam mengelola sumber daya Hutan  

dibuktikan dengan: 

1. Berita Acara Sosialisasi Visi Misi PT SHJ II, RKT 

Tahun 2019, Kawasan Lindung, Program CD-CSR, 

Program DMPA, Resolusi Konflik, Pencegahan 

Kebakaran Lahan & Hutan, Lowongan kerja 

dilaksanakan di Desa Santan Ulu tanggal 26 Maret 

2019. 

2. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan 
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FPIC/Padiatapa antara PT SHJ II dengan masyarakat 

Santan Ulu Tanggal 10 Desember 2019, dalam 

dokumen ini terdapat klausul bahwa para pihak 

menyetujui dan sepakat terkait kegiatan operasional 

PT SHJ II (RKT PT SHJ II Tahun 2019 & 2020 masuk 

wilayah Desa Santan Ulu). 

Hasil telaahan dokumen yang tersedia dan hasil 

Wawancara dengan Petugas Kelola Sosial diperoleh 

informasi bahwa PT SHJ II telah melakukan sosialisasi 

terkait operasionalnya kepada masyarakat Desa Santan Ulu 

Kec. Marang Kayu sesuai berita acara yang ditandatangani 

oleh perusahaan dan wakil masyarakat Santan Ulu (lokasi 

Blok RKT PT SHJ II Tahun 2019 & 2020 masuk wilayah 

Desa Santan Ulu).  

 

4. 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak 

dasar masyarakat 

hukum adat dan 

masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-1, PT SHJ II memiliki sebagian 

bukti  tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial  

terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH meliputi kegiatan : 

1. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal dan Kontraktor 

Lokal 

2. Pemberian Honor Guru SDN, TK/TPA dan SMP 

(Desa Santan Ulu dan Perangat Selatan) 

3. Bea siswa siswa berprestasi SD dan SMP (Desa 

Santan Ulu dan Perangat Selatan) 

4. Bantuan Sarana Pendidikan (Buku)   

5. Bantuan Acara Ritual Adat dan Hari Besar Agama 

6. Bantuan Peringatan HUT RI 

7. Bantuan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) 

PT SHJ II di  Desa Santan Ulu. 

Hasil telaahan terhadap dokumen dan wawancara dengan 

Pendamping Kriteria Sosial, PT SHJ II telah merealisasikan 

sebagian (70,24 %) dari pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar 

masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. 

5. 4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan 

tanggung jawab sosial 

pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

(D) 

 

SEDANG 

 

4 

Pada periode Penilikan ke-1, dokumen/laporan  PT SHJ II  

terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi yang tertuang dalam: 

1. Laporan Kegiatan Kelola Sosial PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit II) Semester I & II tahun 2019 (realisasi 

70,24 %) & Semester I Tahun 2020 (realisasi 

43,51%). 

2. BA Serah Terima Bantuan PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit II) Tahun 2019 – 2020. 

3. Daftar Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) 

bulan Agustus 2020, ada 60 orang karyawan 

4. Daftar Kontraktor di PT SHJ II Tahun 2019-2020, ada 

11 Kontraktor 
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AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5. BA Serah Terima Bantuan Program DMPA PT SHJ II 

di desa Santan Ulu 

Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan 

hasil wawancara dengan petugas bidang Kelola Sosial 

serta masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT 

SHJ II memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan 

tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi 

kepada masyarakat sekitar, serta realisasi kegiatannya 

masih belum maksimal dan belum dirasakan oleh sebagian 

besar masyarakat sekitar. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (26/30 ) x 100% = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.3 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 
No. NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

yang terlibat, 

tergantung, 

terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan 

SDH 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Penilikan ke-1, Data dan informasi 

masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh 

aktivitas PT SHJ II meliputi : 
No Uraian Keterangan 

A. Data Masyarakat yang terlibat : 

1. Data Tenaga Kerja  Tersedia  

2. Data Kontraktor dan atau 

Borongan (pekerjanya) 

Tersedia  

3. Data Kelompok masyarakat yang 

melakukan kesepakatan dengan 

UM 

Tersedia   

4 Data Penerima Ganti Rugi/Sharing 

manfaat 

Tersedia   

B. Data masyarakat yang tergantung : 

1. Data Pemanfaatan HHNK oleh 

masyarakat 

Tersedia   

2. Data Pemanfaatan Lahan di areal 

UM oleh masyarakat 

Tersedia  

C. Data masyarakat yang terpengaruh : 

1. Peta Sebaran Desa sekitar areal Tersedia 

2. Data penerima kegiatan kelola 

sosial/PMDH 

Tersedia  

3. Data kondisi masyarakat yang ada 

sekitar areal (dampak sosial akibat 

kegiatan UM) 

Tersedia dalam 

Dokumen SDS PT SHJ 

II   

PT SHJ II memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas 

tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH. 
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2. 4.3.2. 

Ketersediaan 

mekanisme peningkatan 

peran serta dan 

aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ II telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap 

dan jelas terkait peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat tertuang dalam : 

1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 

2. SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan 

3. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan 

4. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu 

5. SOP Kelola Sosial /CSR 

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP berisi tentang 

uraian tentang pengertian, tujuan, sasaran, penanggung 

jawab, tahapan-tahapan kegiatan serta laporan hasil 

kegiatan yang cukup lengkap dan legal terkait dengan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Mekanisme  

yang ada telah mengakomodir dan sesuai dengan 

pemenuhan kewajiban sosial perusahaan  terhadap 

masyarakat sekitar. 

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

(CD) 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-1, PT SHJ II memiliki dokumen 

rencana  kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat, yang dituangkan dalam : 

1. RKUPHHK-HTI PT SHJ II Periode Tahun 2018 -2027 

2. RKTUPHHK-HA PT SHJ II Tahun 2019 dan RKT Tahun 

2020  

3. Rencana Fisik dan Biaya Kelola Sosial PT SHJ II Distrik 

Si Mao Tahun 2019 dan 2020, akan tetapi kegiatannya 

tidak dirinci pada masing-masing desa 

binaan/digabung jadi satu. 

4. MoU Pemanfaatan HHNK dengan masyarakat sekitar 

5. Program DMPA PT SHJ II di  Desa Santan Ulu 

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut diketahui bahwa 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki dokumen 

terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang tertuang dalam 

RKUPHHK-HT (untuk jangka panjang 10 tahun), 

RKTUPHHK-HT (untuk jangka tahunan) dan Rencana Fisik 

& Biaya Kelola Sosial, akan tetapi program yang ada dalam  

RKTUPHHK dan Rencana Fisik & Biaya Kelola Sosial pada 

tahun berjalan masih belum seluruhnya sesuai dengan 

program yang ada di RKUPHHK.  

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan atau masyarakat 

setempat oleh 

pemegang izin yang 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-1, Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  oleh PT 

SHJ II terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH 

Tahun 2019, terealisasi Rp. 2.790.000 dari rencana Rp. 

7.790.000 atau sebesar 35,81 %  

2. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH 

Tahun 2020, atau sebesar 0 % 
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tepat sasaran 

(D) 

3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, terdapat 49 karyawan 

berasal dari lokal Kab. Kutim ( dari 60 Karyawan), atau 

sebesar 81,67 % 

4. Pemanfaatan Kontraktor Lokal ada 7 Kontraktor (dari 

11 Kontraktor), atau sebesar 77,00 % 

5. Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA),  100 % 

6. Realisasi Tanaman Kehidupan, sebesar 0 % 

 

Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi PT SHJ II sebesar :  

(35,81 + 0 + 81,67 +77,00 + 100 + 0) % : 6 = 49 %  

                                                                     ( < 50 %) 

5. 4.3.5. 

Keberadaan 

dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat 

kepada para pihak 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

Pada periode Penilikan ke-1, PT SHJ II memilki bukti 

dokumen/laporan mengenai pelaksanaan Distribusi Manfaat 

kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, 

Masyarakat/Kontraktor dan Pemerintah/Negara) tertuang 

dalam : 

1. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan Tahun 2019 dan 

2020 

2. Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 

dan 2020 

3. Pembayaran PBB PT SHJ II Tahun 2019 

4. Rekap BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019-2020 

5. Rekap BPJS Kesehatan Tahun 2019-2020 

6. Pembayaran PPh 21 dan PPh 23 (Tahun 2020) 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SHJ II 

memiliki bukti dokumen/ laporan pelaksanaan Distribusi 

Manfaat kepada Para Pihak yang lengkap dan 

terdokumentasi dengan baik. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 26 /30 ) x 100% = 86,,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.4. 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik  
No. NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.4.1. 

Tersedianya 

mekanisme resolusi 

konflik 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ II memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap 

tertuang dalam beberapa SOP antara lain : 

1. SOP Penyelesaian Konflik 

2. SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja  

        IUPHHK HTI 

3. SOP FPIC /Padiatapa 

4. Struktur Organisasi dan Jobdesc. Forest Protection 
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Departement 

Berdasarkan telaah terhadap  SOP tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah 

memiliki prosedure atau mekanisme yang sesuai dan 

implementatif menyangkut penyelesaian konflik.  Telaahan  

terhadap dokumen Job Description, menunjukkan bahwa  

manajemen telah  mendistribusikan tugas, kewajiban  dan  

wewenang pada masing-masing bagian. Penanganan pertama 

terhadap konflik dilakukan oleh Forest Protection 

Departement masing-masing distrik. Penyelesaian konflik 

selanjutnya dilakukan secara berjenjang  disesuaikan dengan 

jenis konflik dan besaran konflik yang terjadi. 

2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2020), dokumen PT SHJ 

II terkait pemetaan konflik tertuang dalam beberapa dokumen 

antara lain : 

1. Peta Areal Konflik PT SHJ II   Skala 1 : 300.000 

2. Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal yang ada di 

wilayah PT SHJ II. 

3. Data Rekap Monitoring Klaim Tahun 2020 PT SHJ II 

terdapat data klaim lahan 13 kasus dan terakhir sisa 9 

kasus. 

4. Draf Resolusi Konflik PT SHJ II ( mengacu P.5 Tahun 

2016), akan tetapi masih belum lengkap. 

Hasil telaahan terhadap data dan dokumen yang tersedia, PT 

SHJ II  memiliki Peta Konflik dan Rekap Monitoring Konflik, 

serta terdapat Draf Resolusi Konflik PT SHJ II akan tetapi 

belum lengkap dan belum disajikan dalam Laporan Pemetaan 

Potensi Konflik yang dilengkapi dengan deskripsi potensi 

konflik sebagaimana termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL 

Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 (Bab II poin 3). 

Hasil Monitor RKPK PT SHJ II Tahun 2020 (Konflik /Klaim 

Lahan) 

No. Uraian Luas (Ha) Keterangan 

1. Jumlah Klaim 

Lahan ada 13 kasus 

3.940,6 Hasil 

Identifikasi 

2. Diluar areal PT SHJ 

II (ada 2 kasus) 

354 Setelah 

Addendum 

3. Selesai dengan 

MoU (ada 2 kasus) 

9,6 Ada MoU 

4. Sisa Klaim Lahan 

ada 9 kasus 

3.577  

Catatan : Pada periode penilikan ke-1 tidak terdapat penyelesaian 
konflik terhadap kasus yang ada. 

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan 

resolusi konflik yang 

didukung oleh para 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ II memiliki kelembagaan terkait resolusi konflik di 

areal kerjanya yang didukung oleh para pihak dan dibuktikan 

dengan adanya : 

1. Struktur Organisasi dan Job Disc. PT Sumalindo Hutani 

Jaya (UMH Unit II) Tahun Mei 2016 Distrik Sei Mao. 
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pihak 

(D) 

2. Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT SHJ II 

(Bagian Internal) dan Struktur Organisas Penyelesaian 

Konflik PT SHJ II (Bagian Eksternal terdiri dari Dinas 

Kehutanan, Muspika dan Tokoh Masyarakat sekitar) yang 

dibuat tanggal 29 Juni 2019. 

3. Rincian Kebutuhan Biaya Penyelesain Konflik PT SHJ II 

Tahun 2019 untuk 8 kasus sebesar Rp. 60.698.750.  

4. Rincian Kebutuhan Biaya Penyelesaian Konflik PT SHJ II 

Tahun 2020 sebear Rp. 336.200.000 (untuk 4 kasus). 

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Job Desc. PT SHJ II 

memiliki lembaga yang bertugas menangani Resolusi Konflik 

serta mengikutsertakan pihak eksternal dalam hal ini Dinas 

Kehutanan, Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, Aparat 

Pemerintah Desa dan Muspika. PT SHJ II telah menyusun 

Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik tahun 2019 

sebesar Rp. 60.698.750. 

 

 

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen 

proses penyelesaian 

konflik yang pernah 

terjadi 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Penilikan ke-1, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit 

II) terdapat laporan kronologis progres penyelesaian Klaim 

Lahan Kelompok Ahmad Karim (BH 05) KM 24 Jalan IPPKH 

PT MSJ Dusun Sepayung Desa Separi. 

Hasil telahan terhadap dokumen tersebut progres 

penyelesaian konflik dengan Kelompok Ahmad Karim belum 

dilengkapi dengan BA Kesepakatan para pihak. 

PT SHJ II telah menyusun Draf Laporan Pemetaan dan 

Potensi Konflik, akan tetapi masih belum sesuai dengan 

Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 

Tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 

Pada Pemegang IUPHHK.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 20 /24 ) x 100% =  83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 
No. NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan 

industrial 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ II telah merealisasikan hubungan industrial kepada 

karyawan dengan tesedianya bukti dokumen sebagai berikut :  

1. PKB PT SHJ  Periode 2019 - 2021 yang masih berlaku 

yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim No. 

KEP.560/1940/B..PHI & JAMSOSTEK/2019  tanggal 15 

Oktober 2019 berlaku sampai 16 Oktober 2020. 

2. Terdapat bukti sosialisasi PKB kepada karyawannya 
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berupa tanda terima pembagian buku saku PKB kepada 

karyawan (sesuai PKB Bab II Pasal 9 ayat 4). 

3. Terdapat SK Pengesahan Lembaga Kerjasama (LKS) 

Bipartit PT SHJ masa bhakti 2020 -2023 

4. Terdapat SK Gubernur terkait UMK Kab. Kutai 

Kartanegara Tahun 2019 & 2020  

5. Contoh Slip Gaji Karyawan PT SHJ II terendah an AK dan 

RUS, upah yang diterima karyawan tersebut diatas UMK 

Kab. Kutai Kertanegara yang berlaku. 

6. Bukti Setor BPJS Kesehatan PT SHJ II Bulan Agustus 

2020 sebesar Rp.26.608.116 dan BPJS Ketenagakerjaan 

Bulan Juni 2020 sebesar Rp. 60.447.679.  

7. Contoh Kartu BPJS Ketengakerjaan an. Ilham 

Budisantoso dan Ade Wiratama 

8. Contoh Kartu BPJS Kesehatan an. Ilham Budisantoso 

dan Ade Wiratama 

9. Contoh SPK Karyawan PT SHJ II an. Olivian R. (PKWT) 

dan Agus Riyanto (PKWTT). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil karyawan PT SHJ 

II, diperoleh informasi bahwa seluruh karyawan PT SHJ II 

telah mendapatkan sosialisasi PKB serta Perusahaan telah 

merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

 

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan 

realisasi 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kerja 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ II memiliki mekanisme peningkatan kompetensi 

tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT SHJ 

Periode 2019 -2021 Bab IX Pasal 49 dan SOP Pelatihan dan 

Pengembangan Tenaga Kerja.  

Pada periode Penilikan ke-1, PT SHJ II  telah 

mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi 

Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja pada Tahun 2019 

terdapat rencana 11 Topik pelatihan dengan jumlah peserta 

127 orang dan terealisasi 8 Topik pelatihan dengan peserta 

163 orang, atau Realisasi Topik mencapai  72,73% (yang 

tidak terealisasi adalah Training Ganis (Eksternal), Karyawan 

& Security) dan jumlah peserta mencapai 128 % dan pada 

Tahun 2020 PT SHJ II meencanakan 11 Topik pelatihan 

dengan peserta 116 orang, sampai bulan Juni terealisasi 11 

Topik atau 100 % dan jumlah peserta 153 orang atau  132 %. 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SHJ II memiliki 17 

orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 orang, Canhut = 4 

orang, Nenhut = 3 orang, Binhut = 5 orang dan PKB R = 4 

orang  dan  terdapat kekurangan 1 Ganis Nenhut 

(berdasarkan ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015). 

3. 4.5.3. 

Dokumen standar 

jenjang karir dan 

implementasinya 

(D) 

 

 

SEDANG 

 

2 

PT SHJ II memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir 

karyawannya yang tertuang dalam : 

1. Perjanjian Kerja Bersama PT SHJ Periode 2019 – 2021 

Bab XII Pasal 73 -74) 

2. Struktur Organisasi dan Job Description PT SHJ II 

3. SOP Struktur Organisasi  

4. SOP Kepangkatan dan Jabatan dalam Perusahaan 
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5. SOP Promosi 

6. SOP Pengembangan Karir 

Pada periode Penilikan ke-1, terdapat SK. HR Coordinator PT 

SHJ No.136/SK-SRH/X/2019, Tanggal 1 Oktober 2019 

tentang Promosi Karyawan an. Teguh Budi Santoso (promosi 

kenaikan golongan dari level 7  ke level 8) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian HR & GA Head  

diketahui bahwa penilaian kinerja karyawan dilakukan secara 

mandiri (mengisi PAC) dengan meng-input evaluasi kinerja 

selama setahun berdasarkan kompetensi teknis, komunikasi, 

kerjasama dan disiplin pada aplikasi pass.smf.com dimana 

setiap karyawan memiliki akses untuk masuk ke sistem 

tersebut. 

PT SHJ II telah memiliki dokumen jenjang karir terhadap 

karyawannya akan tetapi pada periode penilikan ke-1 baru 

sebagian yang dimplementasikannya. 

4. 4.5.4. 

Adanya dokumen 

tunjangan 

kesejahteraan karyawan 

dan implementasinya. 

(D) 

 

BAIK 

 

3 

PT SHJ II memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan 

terhadap karyawannya tertuang dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) PT SHJ  Periode 2019 – 2021  Bab VII Pasal 

36 – 43 dan PT SHJ II telah mengimplementasikan Tunjangan 

Kesejahteraan Karyawan yang tercantum dalam Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB).  

Bukti-bukti  pemenuhan  terhadap kesejahteraan karyawan 

antara lain pada Penilikan ke-1 Tahun 2020 meliputi kartu 

tanda kepesertaan Jamsostek/BPJS yang dimiliki oleh 

karyawan tetap, bukti setor iuran  BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan dan slip gaji termasuk tunjangan-tunjangan 

yang ada, serta  terdapat  Pos P3K/Klinik di base camp PT 

SHJ II Distrik Sei Mao yang dilengkapi dengan tenaga Medis. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara 

dengan karyawan PT SHJ II diperoleh informasi bahwa 

semua tunjangan kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh 

Unit Manajemen PT SHJ II sesuai klausul-klausul yang 

tercantum dalam PKB,  dibidang kesehatan di Site PT SHJ II 

Sei Mao tersedia Pos P3K/Klinik yang dilengkapi dengan 

Tenaga Medis (1 orang Dokter dan 1 orang Mantri) yang siap 

melayani (stand by di Distrik). 

Fasilitas kesejahteraan karyawan yang ada di  Base Camp PT 

SHJ II Sei Mao seperti Kantor, Ruang Meeting, Mes 

karyawan, Kantin dan fasilitas yang lainnya telah sesuai dan 

sangat layak.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (22 /24 ) x 100% =  91,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK 

IUPHHK) 

M Dokumen SK IUPHHK-HTI : 

 Terdapat SK IUPHHK-HTI yaitu Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor : SK. 675/Kpts-II/1997, tanggal 10 

Oktober 1997,  tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya atas Areal Hutan 

seluas ± 70.300 (tujuh puluh ribu tiga ratus) Hektar 

di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh 

Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo 

dan distempel.  

Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK berupa Peta 

Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

pada Hutan Tanaman Luas ± 70.300 Ha Skala 1 : 

50.000, yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1997 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin 

Suryohadikusumo dan distempel 

 Terdapat perubahan luasan areal IUPHHK-HTI PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) semula ± 70.300 

Hektar menjadi seluas ± 54.490 Hektar sesuai SK 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 

SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 Tanggal 11 

Februari 2019 tentang perubahan atas keputusan 

Menteri Kehutanan nomor 675/KPTS-II/1997 tanggal 

10 Oktober 1997 tentang pemberian hak 

pengusahaan hutan tanaman industri atas areal 

hutan seluas ± 70.300 Hektar di Provinsi Daerah 

tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Sumalindo 

Hutani Jaya. Terdapat juga Peta Areal perubahan 

IUPHHK-HTI pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) 

dengan skala 1 : 100.000 

Dokumen Legalitas Perusahaan lainnya : 

 Terdapat Akte Pendirian Perusahaan dengan Akta 

Notaris Benny Kristianto, S.H No. 04, tanggal 01 

April 1992 ; 

 Akte Perubahan Terakhir No. 28 Tanggal 7 

November 2020 Notaris Desman S.H.M.Hum 

berkedudukan di Jakarta Utara; Tercatat pada 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukam Umum 

Kemenkum HAM No. AHU-0159701.AH.01.11. 

Tahun 2018 tanggal 27 November 2018. Adapun 

Susunan Pengurus Perusahaan PT Sumalindo 

Hutani Jaya Unit II sebagai berikut :  

Jajaran Direksi : 

 Direktur Utama : Robert Siagian  

 Direktur : Hosein 



 
 

Halaman 49 dari 61 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

Jajaran Komisaris : 

 Komisaris Utama : Arthut Tanija  

 Komisaris : Wisly Dwi Putra 

 NIB No : 9120102261629, Tanggal 12 Februari 2019 

 NPWP No. 01.585.575.5.076.000 

1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 

(IIUPHHK). 

M 
 Terdapat  Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP-IHPHTI) 

yang ditujukan kepada HPHTI PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit II) sesuai SPP IIUPH Nomor: 497/IV-

PPHH/97 tanggal 17 Maret 1997 senilai Rp 

98.930.000,00. 

 Terdapat Bukti pembayaran dari auditee sesuai SPP 

IUPHHK-HTI tersebut kepada Bendaharawan Umum 

Negara Bank Indonesia Pusat Sub Rekening IHPH 

dan IHH No. 508.000.014. tanggal 22 – 04 – 1997 

sejumlah Rp. 98.930.000,00, dan pembayaran 

dilakukan melalui debet rekening No.0.200286.057. 

1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada). 
M Pada areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II 

terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan 

IUPHHK sesuai data dan informasi yang tersedia berupa : 

No. 
Nama 

Perusahaan 
SK IPPKH 

1 

PT Indominco 

Mandiri SK.174/menhut-II/2009 

2 

PT Insani 

Baraperkasa 

SK.119/1/IPPKH/ 

PMDN/2017 

3 

PT Jembayan 

Muarabara, 

SK. 403/Menlhk/ 

Setjen/PLA.0/9/2018 

4 

PT Karya Usaha 

Pertiwi, SK.561/menhut-II/2010 

5 PT Kimco Armindo 
SK.467/menhut-II/2009 

SK.814/Menhut-II/2014 

6 PT Mahakam 

Sumber Jaya, 
SK.490/menhut-II/2014 

SK.374/menhut-II/2014 

SK.761/menhut-II/2014 

7 

PT Pancaran Surya 

Abadi SK.405/menhut-II/2010 

8 

PLN (PERSERO) 

PIKITRINGKAL, 

SK.9/1/IPPKH-PB/ 

PMDN/2017 

9 

PT Santan 

Batubara 327/Menhut-II/2013 

10 

PT Tara Indonusa 

Coal SK.59/1/KLHK/2020 

Sumber : Data Izin IPPKH di Areal PT SHJ II 
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STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang 

berwenang. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan 

Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :   

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya 

yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah 

hutan  dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan 

RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau  yang disahkan secara self 

approval. 

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat 

oleh Ganis PHPL Canhut. 

M RKUPHHK-HTI 

RKUPHHK-HTI an. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) 

periode tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan sesuai 

SK. MenLHK Nomor : 111/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 oleh 

Dirjen PHPL (Ida Bagus Putera Pathama/NIP.19590502 

198603 1 001) dan terlampir Peta Penataan Areal Kerja 

RKUPHHK-HTI 2018-2027 Skala 1 : 100.000. 

RKTUPHHK-HTI 

a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, disahkan oleh Direktur 

Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) (Self 

Approval) melalui SK Nomor : SK.002/RKT-SHJ 

II/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018. Terdapat 

kelengkapan peta lampiran RKTUPHHK-HA berupa 

Peta Pemanenan skala 1:75.0000 dan Peta 

Penanaman  skala 1:50.000. 

b. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, disahkan oleh Direktur 

Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) (Self 

Approval) melalui SK Nomor : SK.001/RKT-SHJ 

II/XII/2019 tanggal 10 Desember 2018. Terdapat 

kelengkapan peta lampiran RKTUPHHK-HA berupa 

Peta Pemanenan skala 1:75.0000 dan Peta 

Penanaman  skala 1:50.000. 

GANIS CANHUT 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki Ganis PHPL 

Canhut yang bertugas membuat peta aeal keja 

diantaranya : 

1. Pujianto, dengan Nomor Register Penguji : 00379-

11/CANHUT/XX/2011, yang berlaku sampai dengan 

02 Agustus 2020 

2. M.Iqbal, A.Md, dengan Nomor Register Penguji 

:00812-13/CANHUT/XX/2012, berlaku sampai 

dengan 29 Juli 2021. 

3. Kuswanto, dengan Nomor Register Penguji :00807-

11/CANHUT/XX/2012, yang berlaku sampai dengan 

29 Juli 2021 

4. Supian, dengan Nomor Register Penguji  :00689-

11/CANHUT/XX/2012, yang berlaku sampai dengan 

11 Maret 2021 

2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada 

RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti  implementasinya 

di lapangan 

M 
Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit II) memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 

2019 dan Tahun 2020 yang memuat areal yang tidak 

boleh ditebang (kawasan lindung). Areal kawasan lindung 

yang tidak boleh ditebang digambarkan dengan jelas pada 

peta yaitu berwarna merah dengan rincian sebagai 

berikut : 
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a. Kelerengan “E” (>40%) 

b. Sempadan Sungai 

c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 

d. Daerah Pelestarian Satwa Liar (KPSL) 

e. Kawasan Perlindungan Mata Air 

f. Konservasi Tanah 

g. Buffer Zone HL 

Berdasakan dokumentasi pengambilan data lapangan, 

dapat diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II 

telah melaksanakan penandaan di lapangan. Adapun 

sample pemeriksanaa : 

 Sempadan Sungai Mao berada pada koordinat S 00 

1’ 12” E 1170 12’ 22” sesuai Peta. 

 KPSL berada pada koordinat S 00 1’ 42” E 1170 12’ 

58” sesuai Peta. 

2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/  blok 

RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

M 
Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit II) memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 

2019 dan Tahun 2020 yang memuat areal yang ditebang 

berupa Peta Pemanenan skala 1:75.000. 

Berdasakan dokumentasi pengambilan data lapangan, 

dapat diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II 

telah melaksanakan penandaan di lapangan. Adapun 

sample pemeriksanaan : 

 Plang Blok RKT Tahun 2020 dipasang sesuai peta 

berkoordinat dan bertanggal diverifikasi pada 

pelaksanaan audit. 

 Penandaan Patok Tebangan sesuai sample di 

lapangan berkoordinat dan bertanggal diverifikasi 

pada pelaksanaan audit. 

 

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa 

dalam proses) dengan lampiran- lampirannya. 

M 
RKUPHHK-HTI an. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) 

periode tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan sesuai 

SK. MenLHK Nomor : 111/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 oleh 

Dirjen PHPL (Ida Bagus Putera Pathama/NIP.19590502 

198603 1 001) dan terlampir Peta Penataan Areal Kerja 

RKUPHHK-HTI 2018-2027 Skala 1 : 100.000. 

2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) tidak melakukan 

kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan 

tanaman industri pada RKTUPHHK-HTI 2019 dan 

RKTUPHHK-HTI 2020 dari areal hutan alam dan tidak 

melakukan pemanfaatan kayu dari hutan alam 
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STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang. 
M PT SHJ II telah menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai 

Pembuat LHP sesuai dengan atas nama Nanang Sasmita 

dengan Register Nomor 00810-11/PKB-R/XX/2012 

berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.506/BPHP.XI-3/2018 

tanggal 16 Juli 2018 (berlaku mulai tanggal 30 Juli 

2018s/d 29 Juli 2021) dan SK Kepala Cabang PT SHJ Unit 

II No. SK.047/SHJ II-SMD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 

dan berlaku sampai dengan 29 Juli 2021.  

Pada Periode Audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020) 

terdapat pembuatan LHP sebanyak  177.176,06 m3. LHP 

dibuat oleh Ganis PHPL yang ditetapkan atas nama 

Nanang Sasmita dengan Register Nomor 00810-11/PKB-

R/XX/2012. 

Telah dilakukan Uji Petik Pengukuran Kayu sesuai 

perminataan pada Daftar Pemeriksaaan Dokumen 

terhadap Tumpukan 645, 646, 644, 747 dan 648 pada 

LHP No. 75 dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis 

dan terdapat perbedaan voume sebesar 2,77% (<10%). 

Terdapat Kesesuaian pada Pengecekan operasional 

SIPUHH Online untuk penerbitan LHP dan arsip LHP. 

 

   Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan 

lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara, 

- TPK hutan ke industri primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan 

dan/atau penampung kayu terdaftar 

M PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah menetapan TPn, 

TPK Hutan dan TPK Antara : 

 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah menetapkan 

lokasi TPn dan/ atau TPK Hutan pada Blok/ Petak 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 dan telah 

tercantum pada dokumen RKTUPHHK-HTI PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Tahun 2019, 

diverifikasi telah terupload pada website SIPUHH 

Online. 

 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah menetapkan 

Lokasi TPK Antara(Logyard/Logpond) melalui Kepala 

Cabang PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Nomor : 

SK.078/SHJ II-SMD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 

dan berlaku s/d tanggal 11 Oktober 2022. Adapun 

lokasi TPK Antara beradadi Desa Tanjung Karas, 

Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan 

berada pada koordinat 116048’ 10,20’’E dan 

0014’12,49” S. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah menetapan 

Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB : 
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 Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama 

Jumai Widodo dengan Register Nomor 01898-

11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. 

SK.219/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019 

(berlaku s/d tanggal 17 Maret 2022) dan SK Kepala 

Cabang PT SHJ Unit II No. SK.021/SHJ II-

SMD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019tentang 

pengangkatan petugas penerbit SKSHHK di TPK 

Hutan IUPHHK-HTI PT SHJ Unit II. 

 Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama 

Ariandi Tahir, A.Md. dengan Register Nomor 02081-

11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. 

SK.776/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 November 2019 

(berlaku s/d tanggal 4 Desember 2022) dan SK 

Kepala Cabang PT SHJ Unit II No. SK.086/SHJ II-

SMD/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang 

pengangkatan petugas penerbit SKSHHK di TPK 

Hutan IUPHHK-HTI PT SHJ Unit II. 

 Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama 

Budiansyah, A.Md. dengan Register Nomor 01889-

11/PKB-R/XX/2016berdasarkan SK Dirjen PHPL No. 

SK.218/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019 

(berlaku s/d tanggal 17 Maret 2022) dan SK Kepala 

Cabang PT SHJ Unit II No. SK.019/SHJ II-

SMD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang 

pengangkatan petugas penerbit SKSHHK di TPK 

Antara IUPHHK-HTI PT SHJ Unit II. 

 Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas 

nama Budiansyah, A.Md. dengan Register Nomor 

01889-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen 

PHPL No. SK.218/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 

2019 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2022) dan SK 

Kepala Cabang PT SHJ Unit II No. SK.018/SHJ II-

SMD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang 

Pengangkatan Petugas Verifikasi Penerimaan Kayu 

Bulat IUPHHK-HTI PT SHJ Unit II. 

Pada Periode Audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020) 

terdapat Penerbitan SKSHHK : 

 Dari TPK Hutan dengan Tujuan TPK Antara Tanjung 

Karas sebanyak 10.265 set sebanyak  174.465,15 

m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang 

ditetapkan. 

 Dari TPK Antara Tanjung Karas dengan Tujuan 

Industri sebanyak 311 set  176.094,55 m3  

diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan. 

Selanjutnya, telah dilakukan uji petik terhadap persediaan 

kayu yang tedapat di Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) 

periode Juli 2020 dan terdapat kesesuaian data antara 

data yang terdapat di LMKB dan SKSHHK terkait. 
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     Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu 

bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak. 
M 

Berdasarkan dokumentasi lapangan terhadap kayu yang 

ditebang atau dipanen diketahui bahwa penandaan di TPn 

sesuai dengan dokumen LP-KHP yang tercantum di 

ecolin kuning yang tertulis tanda atau identitas kayu 

tanaman di lapangan (nomor tumpukan, nomor petak 

tebangan/zone, blok RKT, jenis kayu, ukuran tumpukan (P 

x L x T), tanggal ukur, volume stapel meter, volume M3 

dan kontraktor serta kode sertifikasi PHPL).  

Penelusuran asal usul kayu (lacak balak) dapat dilakukan 

sampai ke No Tumpukan di Petak Tebangan. 

 Nomer Tumpukan 644 dari Petak 28C/J45 telah di-

LHP-kan pada LHP No. 075/LHP KBK-

CO/SHJ2/KK/VIII/2020 dan telah diangkut pada 

SKSHHK KB.B7116732 tanggal 25 Agustus 2020 

dari PTK Hutan menuju TPK Antara dilampiri Surat 

Pengantar Angkutan Kayu (SPA) yang menunukkan 

No Tumpukan, Telah diangkut pada 

SKSHHK.B.7142884 tanggal 29 Agustus 2020 dari 

PTK Antara menuju Industri dilampiri Rekapitulasi 

Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPA) yang 

menunukkan asal No Tumpukan. 

 Nomer Tumpukan 648 dari Petak 28C/J45 telah di-

LHP-kan pada LHP No. 075/LHP KBK-

CO/SHJ2/KK/VIII/2020 dan telah diangkut pada 

SKSHHK KB.B7115720 tanggal 25 Agustus 2020 

dari PTK Hutan menuju TPK Antara dilampiri Surat 

Pengantar Angkutan Kayu (SPA) yang menunukkan 

No Tumpukan,  Telah diangkut pada 

SKSHHK.B.7142884 tanggal 29 Agustus 2020 dari 

PTK Antara menuju Industri dilampiri Rekapitulasi 

Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPA) yang 

menunukkan asal No Tumpukan. 

3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten 

oleh pemegang izin. 
M 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki SOPChain of 

Costody (CoC) dengan No. SOP/SHJ II/COC-01 dan SOP 

Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak (COC) dengan No. 

SOP/SHJ II/COC-02 yang disusun dan dilaksanakan untuk 

penatausahaan hasil hutan kayu. 

Pada penatausahaan hasil hutan kayu PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit II) diverifikasi adanya penandaan kayu 

secara konsisten di lapangan, sehingga terdapat sistem 

yang memungkinakan penelusuran kayu atau bisa 

dilacak balak. 
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Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB 

dan lampirannya untuk hutan tanaman 

M 
Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit II) memiliki arsip dokumen SKSHHK yang 

telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari 

TPn/TPK Hutan yang berada di dalam areal langsung ke 

TPK Antara Tanjung Karas yang menggunakan 

truk/troton, kemudian dari TPK Antara Tanjung Karas 

dikirim ke Industri PT IKPP & PT OKI menggunakan 

ponton/ tongkang. 

Pada Periode Audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020) 

terdapat Penerbitan SKSHHK : 

 Dari TPK Hutan dengan Tujuan TPK Antara Tanjung 

Karas sebanyak 10.265 set sebanyak  174.465,15 

m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang 

ditetapkan. 

 Dari TPK Antara Tanjung Karas dengan Tujuan 

Industri sebanyak 311 set  176.094,55 m3  

diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan. 

 

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber 

Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan. 

M SPP PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, 

volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. SPP atas kewajiban PSDH diterbitkan melalui 

system SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP yang 

diterbitkan sebanyak Rp. 1.488.908.568,- 

3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH 
M Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening 

yang benar dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan 

tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan 

Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan 

dengan total sebanyak Rp. 1.488.908.568,- 

Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan 

DR antara PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dengan Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Triwulan III & 

IV tahun 2019, dan Semester I tahun 2020. Hasil 

perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban 

pembayaran PSDH telah dibayarkan. 

3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan 

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk 

kayu hutan tanaman. 

M PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah melakukan 

pelunasan pembayaran PSDH sesuai dengan dokumen 

tagihan PNBP yang diterbitkan.  

Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tarif DR dan 

PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah 

Kalimantan. 

(PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No 

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017) 
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Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang 

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1. Dokumen PKAPT 
N/A Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang 

pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang 

Perdagangan Kayu Antar Pulau. 

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia 

dan memiliki izin yang sah 

  NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal. 
M PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II selama periode 

penilikan telah melakukan pengapalan ke luar pulau 

Kalimantan sesuai dengan dokumen SKSHHK yang telah 

diterbitkan. 

Tersedia dokumen SPB untuk Tongkang dan Tug Boat 

yang mengangkut kayu  sesuai dengan alat angkutan 

kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri. 

Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat 

diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin 

yang sah dan menggunakan bendera Indonesia. 

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal 

  NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai 

ketentuan. 
M 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) merupakan pemegang 

IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya dengan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari (S-PHPL) registrasi Nomor : 009.SPHPL.019-IDN 

dengan masa berlaku 29 Desember 2019 s.d. 28 

Desember 2024. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) melakukan 

penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH 

Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen 

SKSHHK yang diterbitkan. 
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STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang 

berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL. 
M 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah memiliki 

dokumen AMDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri PT Sumalindo Lestari Jaya (masih nama 

perusahaan yang lama) di Kabupaten Dati II Kutai Provinsi 

Kalimantan Timur, yang telah disetujui oleh Komisi Pusat 

AMDAL Dephut No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 

Nopember 1996. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan 

luasan 76.100 (Surat Menteri Kehutanan 

No.1279/MENHUT-IV/1994 dan Surat Direktur Tataguna 

Hutan No. 263/VII/TGH-APH/95); 

 

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan 

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. 
M 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah memiliki 

dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang 

disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah 

disahkan.  Dokumen lengkap dan terdapat stempel 

pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen 

Kehutanan No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 Nopember 

1996. 

4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, 

biologi dan sosial. 

M PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II diverifikasi telah 

menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada 

Semester I 2019 dan Semester II 2019. 

Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada 

instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ 

penerimaan dokumen laporan pada instansi : 

 Dinas Kehutanan Prov.Kaltim  

 Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim  

 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Kartanegara 

 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 

Jakarta 

Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan 

dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial 

berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL, dengan 

sample pemeriksaan yang dapat diverifikasi : 

 Pengelolaan Kawasan Lindung melalui penandaan 

batas dan pemasangan plang Sempadan Sungai Mao 

dan KPSL 
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 Pemantauan Curah Hujan menggunakan 

Ombrometer 

 Pemantaaun Erosi menggunakan Bak Erosi 

 Pemantauan Debit menggunakan Stick Pengukur 

Tinggi Muka Air. 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. 
M 

Pada periode audit Penilikan Ke-1 diverifikasi tidak 

terdapat perubahan prosedur K3 dan personel yang 

bertanggung jawab pada IUPHHK-HTI PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit II) dengan kondisi sebagai berikut : 

 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah memiliki 

sebanyak 37 dokumen Standart Operational 

Procedure (SOP) terkait Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3). 

 Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 

KEP.566/0927/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 31 

Januari 2019 Tentang Susunan Kepengurusan P2K3 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), yaitu : 

 Penasehat : Robert Siagian 

 Ketua : Nelroy Simon 

 Wakil Ketua  : Dapottua Hutapea 

 Sekretarisb: Surya Indra Jaya 

 Anggota : 11 orang 

5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3. 
M 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki peralatan K3 

berdasarakan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3). Adapun peralatan PT 

Sumalindo Hutani Jaya Unit II dapat diverifikasi tersedia 

dan berfungsi sesuai dokumentasi foto berkoordinat, 

dengan sample pemeriksanaan : 

 Kotak P3K yang tersedia di Kantin sesuai Daftar 

Peralatan. 

 APAR yang tersedia di Gudang Pupuk sesuai Daftar 

Peralatan. 

5.1.1. c. Catatan kecelakaan 

kerja. 
M Terdapat laporan kecelakaan kerja PT Sumalindo Hutani 

Jaya Unit II.  Berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat 

diketahui bahwa terdapat kejadian kecelakaan kerja. 

Upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah 

sebagai berikut : 

a. Kegiatan Safety Talk dan Health Talk yang 

dilaksanakan setiap hari Jum’at di depan kantor 

Basecamp Sei Mao. 

b. Briefing K3 yang dilakukan kepada kontraktor dan 

dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di akhir bulan. 
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c. Evaluasi Kecelakaan Kerja dalam bentuk lesson 

learning terkait kecelakaan kerja. Yaitu pembelajaran 

atas kecelakaan K3 agar kejadian kecelakaan kerja 

tidak terulang baik secara personal dan kejadiannya. 

d. Kegiatan training terkait K3 untuk kontraktor dan 

karyawan setiap 1 bulan sekali. 

e. Pemberian Pamflet / Promosi kesehatan dan 

informasi tentang K3 di areal kantor dan areal 

kontraktor. 

f. Safety induksi untuk karyawan baru dan tamu yang 

akan memasuki areal IUPHHK-HTI, serta kegiatan 

Refresh Induksi untuk karyawan lama dan 

kontraktor. 

g. Inspeksi APD untuk karyawan dan kontraktor untuk 

1 bulan sekali. 

h. Pemeriksaan kesehatan kepada kontraktor dan 

karyawan lapangan 1 bulan 4 kali.  

i. Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 

seperti helm, sarung tangan, masker, sepatu dan 

APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di 

lapangan.  

j. Selain itu juga pemasangan rambu-rambu 

peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat 

yang strategis. 

 

     Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan 

(auditee) yang membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

M Pada lingkungan karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya  

(Unit II) telah terbentuk kepengurusan Serikat Pekerja, 

yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan 

Indonesia (SP-KAHUTINDO). 

Terdapat Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serrikat 

Serikat Kahutindo PT Sumalindo Hutani Jaya Masa Bhakti 

Tahun 2019 – 2021 dengan pengurus :  

 Ketua PUK : Supardi 

 Sekretaris : Randy Juniandrika 

 Bendahara : Wahyu K 

 

     Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur  

     hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. Ketersediaan Dokumen 

KKB atau PP 
M Terdapat PKB PT Sumalindo Hutani Jaya  (Unit II)  telah 

disetujui dan disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor : KEP.560/1940/B.PHI&JAMSOSTEK/2019 

tanggal 15 Oktober 2019. Masa berlaku PKB PT 



 
 

Halaman 60 dari 61 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

Sumalindo Hutani Jaya  (Unit II)  mulai tanggal 15 

Oktober 2019 s/d 16 Oktober 2021. 

 

     Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. Pekerja yang masih di 

bawah umur 
M 

PT Sumalindo Hutani Jaya  (Unit II)  memiliki Daftar 

Tenaga Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya  (Unit II)  per 

Bulan Agustus 2020. Berdasarkan daftar karyawan 

tersebut diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya  

(Unit II)  memiliki sejumlah 60 Orang Karyawan.  

Karyawan termuda atas nama Titis Srijaya lahir tanggal 1 

Oktober 2000 sebagai Pengawass P&P. PT Sumalindo 

Hutani Jaya  (Unit II) tidak mempekerjakan karyawan 

dibawah umur. 
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TABEL PERHITUNGAN NII-AIAIffiIR KiI$ERJA PHPL

!{g. lndffir ilihfi,lffiel&
'-lnffis#:

lIt*H *
"B{0othtd

'.,ilM, ,ftffi
lnffi

1. 1.1 Baik 3 3

2. 1.2 Baik 3 3

3. 1.3 Baik 3 3

.4. 1.4 Baik 3 3

5. 1.5 Baik 3 3

s. 2.1 Sedang 2 3

7. 2.2 Baik 3 3

8. 2.3 Baik 3 3

9. 2.4 Baik 3 3

10. 2.5 Baik 3 3

11. 2.6 Sedang 2 3

12. 3.1 Sedang 2 3

13. 3.2 Baik 3 3

14. 3.3 Baik 3 3

15. 3.4 Baik 3 3

16. 3.5 Baik 3 3

17. 3.6 Baik 3 3

18. 4.1 Baik 3 3

19. 4.2 Baik . 3 3

24. 4.3 Baik 3 3

21. 4.4 Baik 3 3

22. 4.5 Baik 3 3

JUMLEH 83 66

NII.AI KINERIAAKHIR 95,& %
Bor

BAIK

\' '*rrr{rrinda, 25 September 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

*"*yffffiation

,/ I lr. Kumh. IPU

/ I Direktur
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